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RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DPRD MENJADI

PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : KAMIS
Tanggal i 26 Septemb er 2019

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

f. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

Il. SIFAT RAPAT : Terbuka

UI. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;

2. Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Remb ang;

3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Majid Kamil. MZ

2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang



V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama

2. Jabatan

JALANNYA
PIMPINAN

: Drs. Drupodo, M.Si.

: Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Partai Persatuan pembangunan

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan pembangunan

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

: 10 orang

: 8 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 6 orang

:7 orang

: 45 orang

: 9 orang

: 7 orang

:7 orang

: 6 orang

: 5 orang

: 5 orang

: 39 orang

: 1 orang

: I orang

: - orang

: - orang

: I orang

: I orang

RAPAT
RAPAT : H. Majid Kamil.MZ

IX.

: 5 orang



LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD beserta Staf.Yang saya hormati

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puja dan puji

serta syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia yang diberikan

kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 26 September

2019, kita masih dapat berkumpul dan berkesempatan melaksanakan rapat

paripurna dalam keadaan sehat wal afiat.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sesuai hasil Rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-

Fraksi dan Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD pada tanggal 26

September 2019 pagi tadi, rapat paripurna ini adalah adalah untuk

menetapkan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang. Perlu kami sampaikan bahwa, rapat paripurna ini

merupakan tindak lanjut atas Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah mendapat

tanggapan dari Fraksi-Fraksi, yang selanjutnya oleh anggota DPRD dapat

diterima dan disetujui menjadi Rancangan Resmi Peraturan DPRD tentang

Trta Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada rapat paripurna tanggal Selasa

tanggal 24 September 20L9. Dan oleh pimpinan sementara Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telah resmi disetujui

tersebut diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti menjadi



Perafuran DPRD, yang foto copynya berada pada saudara-saudara

sekalian.

Rapat Dewan yung terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal97 ayat (1) huruf C Peraturan pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DpRD
Provinsi, Kabupaten dan Kota dijelaskan bahwa c( Rapat paripurna

memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari Yz ( satu perdua ) jumlah
anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil
persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil
keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil
kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD, serta untuk menetapkan
peraturan daerah dan ApBD .,.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang , yanghadir
secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 39 orang.
Dengan demikian, kuorum rupatparipurna hari ini telah terpenuhi dan dapat
kita lanjutkan.

Selanjutnya dengan mengucap'oBismillahirrohmanirrohim, tepat
pukul 12.20 WIB, Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi
Peraturan DPRD saya nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu
bacakan susunan acara yang menjadi agenda rapat paripurna hari
sebagai berikut :

akan saya

ini adalah



t.

2.

Pembukaan;

Penetapan Rancangan Peraturan DPRD

Kabupaten Rembang menjadi Peraturan

DPRD Kabupaten Rembang;

Penutup.

tentang Tata Tertib DPRD

DPRD tentang Tata Tertib

-tJ.

Rapat Dewan yang terhormat,

Marilah kita masuki acara pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu

Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembangmenjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang.

Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DpRD

Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang perlu mendapat persetujuan dari anggota DPRD dalam

rapat paripurna, oleh karena rapat paripurna merupakan forum rapat

tertinggi anggota dalam pengambilan keputusan.

Oleh sebab itu, disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib tergantung
persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapatparipurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

" Apakah Rancangaru Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DzRD
Kabupaten Rembang sebagaimana fotocopy yang berada di tangan

Saudara-Saudara dapat disetuiui menjadi Peraturun DpRD tentung Tata

Tertib DPRD Kabupaten hhRembang?,,

-:-Setuju!!!!!!---
( Dengan suara bulat semua anggota yang hadir menyetuj ui )

( Ketuk palu I kati )



Terimakasih saudara - saudara atas persefujuannnya. Semoga

Peraturan DPRD tentang TataTertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah

ditetapkan ini, nantinya dapat mewadahi dan menampung hak serta

kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai dengan keadaan saat

ini dan yang akan datang.

Raput Dewan yang terhormat,

Dengan telah ditetapkannya Rancangan Peraturan DpRD menjadi
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, maka
selesai sudah acata tapat paripurna hari ini. Selanjutnya peraturan DpRD
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan,
menjadi dasar pedoman kita dalam pembentukan alat kelengkapan DpRD.
Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillahirobbil 'alamin o. tepat pukul
12.25 wIB Rapat Paripurna DpRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk patu 3 kali )

Terima kasih atas perh atiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan
di dalam saya memimpin rapat. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa

senantiasa meridhoi usaha kita bersama.......Amin.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

W
SEKRETARIS

Drs. DRUPODO. M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19670421 1993031 009

/ -- .1

- ^e'
'- d-?

KETUA,



LAMPIRAN 3 RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN
REMBANG MENJADI PERATURAN DPRD
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN
REMBANG

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

: Daftar Hadir Pimpinan Sementara dan Anggota
DPRD Kabupaten Rembang;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor. Tahun ZAW tentang persetujuan
Rancangan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat
Daeratr Kabupaten Rembang menjadi peraturan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor..l...funrn Z0lg
tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.



-.O* DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD MENJADI PERATURAN DPRD TENTANG

TATATERNB DPRD KABUPATEN REMBANG

HARTTANGGAL : l(AMlS, 26 SEPTEMBER 2019

PUKUL : 10.00 WB

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN KET

I 2 3 4 5

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN IA

1 H. MAJID KAMIL MZ Ketua DPRD .rffi
2 SUGIHARTO Anggota {L 2 {Ylffhl^

3 H.M. MURSYID, S.T. Anggota 3 /

4 SUMARDI Anggota A 9Zr
5 MUNTHOHID, S.H. Anggota z W_o
6 SULISTYO WETIARIANI Anggota o\
7 SiTI RIZQIYAH PUTRI DWl ANI Anggota v I

I SUNARDI, S.Pd.I. Anggota I

o H. SUPADI Anggota I /

10 ABDUL ROUF Anggota 1o

FRAKEI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA

11 [/I. BISRICHOLIL LAQUF WakilKetua DPRD 11 0
12 MAHMUDI I Anggota 12 w
13 ILYAS Anggota 13 ,A1

14 NASIRUDIN, S.Si. Anggota \ ,trru
15 JOKO SUWITO, S.E. Anggota ;)4=}, .r{
16 Drs. H. MUH. SUBAWOTO Anggota ! 16 /v
17 SUPADI Anggota 17 )v
18 HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd. Anggota I 18p br

FRAKSI PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT (NASDEM )

19 SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E. WakilKetua DPRD ; \)^, 
^

20 SUSTIYONO *rr* T ,r)[-
21 FRIDA IRIANI ffi7
22 YATIN ABDUL ZAENAL Anggota ,ra fh
23 ANDIKURNIAWAN Anggota zsffi ^'
24 KHAMID, S.E., SY, Anggota 24( [
25 MASHADI, S.Pd, M.M, Anggota Y-1-.-.--i

--/zsl

AAtrrrrrl^6lrt c r Ann.rhte 26



FRAKSI PDI PERJUANGAN \^,
27 RIDWAN, S.H. M.H. WakilKetua DPRD 27 I tr\KT-= .'
28 JASMANI

Anggota n' ,rfur,,r \
29 DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M. Anggota

30 WIDODO, S.H. Anggota ')ffi W-
31 ADIPURWOTO

Anggota 31 l* JVO- ,n
32 SUMARSIH

Anggota ,\--32\-=, VP
FRAKSI DEMOKRAT HANURA

\

\--tilI
33 H. GUNASIH, S.E Anggota lLvutl
34 ACHMAD ZAMHURI, S.H. Anggota ylo[=
35 H. HARNO, S.E. Anggota ',' (X,5_-^
36 MUGIYARTO, S.T. Anggota

^l 
.36 / W37 MOH NUR HASAN ,S.H.M,H. Anggota s7 /, 14 v .)/38 DUMADIYONO, S.H. Anggota rffi

FRAKSI KARYA INDONESIA
SEJAHTERA

Y'

39 PUJISANTOSO, S.P, M.H. Anggota { - tV,4A H. YUDIANTO, S.H. Anggota <'z l/-
41 WIWN WINARTO, S.H. Anggota \t-f41

42 AGUS SUTRISNO Anggota O'X
43 GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I. Anggota {4r
44 RABIS SWABIHANTORO Anggota a:, +oG
45 ANJAR KRISNIAWAN, S.T Anggota asffi

<
Keterangan:

1 t:gin
2 s : sat<it

3 C: cuti

4 DL: Dinas Luar

PATEN REMBANG



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANC,

Menimbang

Mengingat

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan
tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi,
efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
pelaksanaan h*, kewajiban, tugas, wewenang, dan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan- u n dangan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dal.am
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai
Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia fihun 2Ot1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

b.

1.

2.

3.

4.



f,*: - * .t*.

5.

\

I,embaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

Undang-Undang Nomor L Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2OL6 tentang Perubahan l(edua atas Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pernilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun zOtT Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aarQ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836) sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor L84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2AOT tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat

6.



Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20t6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaarr. dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL8 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6197\;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2OlB tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62191;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor No 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Daerah d.engan Pihak Luar Negeri;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2OOg
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak

3



lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OA7

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2O11 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2OO7;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 157) ;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Ot6
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2At7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Keda Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2OtT tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2Ot7 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 729\;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN PERWAKiLAN RAICTAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.

4

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daeratr adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
Bupati adalah Bupati Rembang.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rembang, yeng
selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat ya.ng telah bersumpah
atau bedanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam
melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan ralqyat.
Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai10.
politik hasil pemilihan umum.

1 1. Alat kelengkapan DPRD adalatr alat kelengkapan DPRD Kabupaten
Rembang yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi,
Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan
Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh
rapat paripurna.

12. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD
Kabupaten Rembang.

13. Badan Musyawarah adalah'Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang
yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

14, Komisi adalah Pengelompokan anggota DPRD yang terdiri dari 4 (empat)
komisi yang secara fungsional bertugas menjalankan fungsi sebagaimana
diatur dalam peraturan ini.

15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang seianjutnya disebut
Bapemperda adatah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan
ini.

16. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang yang
memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD liabupaten Rembang
yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

18. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus
DPRD Kabupaten Rembang yang dibentuk oleh rapat paripurna secara
fungsional bertugas untuk membahas tral yang bersifat khusus.

19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.
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20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

21. Badan Pemeriksa Keuangan, yarlg selanjutnya disebut BPK, adalah Badan
Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah,
evaluasi atas pengelolaan keuaggan negara yang dituangkan
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

23. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus
dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang
dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

24. Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Bupati kepada DPRD yang
selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau
akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

25. Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Akhir Masa Jabatan, yang
selanjutnya disingkat LKPJ AMJ, adalah laporan yang berupa informasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutn-ya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang.
28. Tenaga ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin

ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan
fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang.

29. Kelompok Pakar/Ahli adalah sekelompok yang mempunyai kemampuan
dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam
melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten
Rembang

30. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disingkat KPU adalah
lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang
melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Rembang.

3 i. Masa persidangan adalatr masa sidang dan masa reses.
32. Masa Sidang adalatr waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan

rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD
Kabupaten Rembang dan kegiatan kunjungan kerja.

33. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang
untuk mengunjungr daeratr pemilihan anggota yang bersangkutan guna
menyerap aspirasi masyarakat.

34. Peraturan Daerah yarg selanjutnya disebut Perda adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Bupati.

35. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
36. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan

Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat
konkrit, individual, dan final.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adaiah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan

analisis, dan
dalam bentuk



dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah.

40. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh
seorang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

4L. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

42. Kode etik Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disebut kode
etik adalah suatu ketentuan etika prilaku sebagai acuan kinerja anggota
Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

43. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang
berlaku di lingkungan internal DPRp Kabupaten Rembang.

44. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementeiian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyej ahterakan masy arakat.45. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu eupaii dan DPRD daiam
penyelenggaraar. Urusan Pemerintahan yang menj adi k ewenangan Daerah,46. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam a""ta kenegaraan atau acararesmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tutu"-up*cara dan tatapenghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukandari negara, pemerintah dan Masyarakat.

47 ' Itk Interpelasi adalah hak opno untuk meminta keterangan kepadaBupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting aL straiegsserta berdamp*-t!"" pada-kehidupan bermasyarlt 
"t 

dan bernegara.48' .Hqt Angket adalah liak DPRD ,rntuk melakukil p;;;tiidikai: terhadapkeb{jakan Pemerintah Daerah ya}g penting aan straiegi!-serta berdampakluas pada kehidupan masyirat<atl daerlh, dan "Eg.r" yang didugab_ertentangan dengan ketentuin p"r.iu ran perund.rrg- u,iaurrgurr.
49 ' Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapatterhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luartias* yr..rg t.r:lJidi Daerah disertai dengan rekomendasi"penyelesaiannya atau sebagai tindaklgdut pelaksanaan hak interperasi dan hahangket.50' orientasi adalah-suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas danfungsi anggota DpRD bagi arrggot" DPRD 

"Jur.gr.i 
,rr,.r. penyelenggarapemerintahan daerah.

51' Pendalaman Tugas adalah neningkatan kemampuan pelaksanaan tugasanggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan potltii<dalam negeri.
52. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPRD masa jabatan 2olg-2o24 terdiri atas _anggota partai politik pesertapemilihan umum yang dipilih merarui pemilihan Umum Tahun 2org.

Pasal 3

(1) DPRD merupakan lembaga perwakilan ra1ryat daerah dan berkedudukan
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_!J-

sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

(21 Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

(1) DPRD mempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda;
b. aaggaran; dan
c. pengawasan.

{21 DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda bersama Bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang

APBD yang diqiukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi

kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18
(delapan belas) bulan;

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil
Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk mendapatkan pengesahan pengEulgkatan dan pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama intemasional
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati daiam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani mas.yarakat dan Daerah;
dan

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi Pembentukan Perda

, Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
a dilaksanakan dengan cara:
a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan

Perda; dan
c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

(1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka u,aktu 1 (satu) tahun
berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

(2\ Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
DPRD dan Bupati.



(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi
program pembentukan peraturan daerah dan ditetapkan dalam rapat
paripurna.

(4) Hasil kesepakatan sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan DPRD.

Pasal 7

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

(21 Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan
atau keterangan darr/ atau naskatr akademik.

(3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau
di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 8

(1)B?t"s:f,H,,:i,'ixr{,f'J"fi#*:il.""*?"*?t?1.'fr 
:lTu::h,f ls,-*';

. oleh Bapemperda.

' (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan

5?fi8';3il[,:lfffrXerda 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan

f, 5:rJjlTffi:'ffiiffiffilX?ffiiljiaskah akademik; dan

(3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda
untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian,

. pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

(4)lTjffi 
i,iT""l"Jffi ':"ff "H?J";',"3"R3Tfr fr"Jt#??ifr ffiil")fl:I

(5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD d.alam
rapat paripuma.

(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
a. Pengusul memberikan penjelasan;' b. Fralisi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

' c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota
DPRD lainnya.

. 
(7) 

f:TJ;J"tlf.li 
paripurna atas usulan rancansan Perda berupa:

b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.

- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi,' gabungan kbmisi, Lt.r, gap;mperdJ untuk menye*.p,,rrnakan rancangan
Perda.

9



(e)

(1)

(21

(s)

(1)

(21

(3)

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa .sidang, DPRD dan Bupati menyampaikanrancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah "r"""""g611.1
Perda yang disampaikan oleh DPRD darr-rrrrcurrgan Peraa yang disampaikan olehBupati digunakan sebagai bahan untuk dipersaidingkan.

Rancangan Perda I3n-g telatr disiapkan oleh DPRD disampaikan d.engan
surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

Rancangan Perd.a yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) merupakan rancalr.gan Perda hasil pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang aitoordinasikan oleh
Bapemperda.

Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalamPasal T ayat (1) merupakan rancangan Perda Lasil pengharmonisasian,pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang aitoordinasikan olehperangkat daerah yang menangani bidang hukurn.

Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada 

"y"i (1) dan ay at (21 daiatmelibatkan instansi vertikal kementerian yang *eryei.r.,.gg"..k"r, urusanpemerintahan di bidang hukum.

Pasal 1 1

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DpRDdan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I danpembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
a. Dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati:1. penjelasan Bupati daram rapat paripurna mengenai rancangan

Perda;

?. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan perda; dan3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umumFraksi. i

b. Dalam hal rancangan perda berasal dari DpRD:1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan
Bapemperda, atau pimpinan panitia khrisus d-atam rapat paripuina
mengenai rancangan perda;

? pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan
9. tanggapan-dan/atau jawaban Fralisi terhadap pendapat Bupati.c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, ata; p""iti" khususyang dilakukan bersama dengan eupati atau pejabat yang ditunjukuntuk mewakili.

d' hasil pembahasan sebagaimaan 
-d.imaksud pada huruf c, disampaikankepada gubernur guna mendapatkan pembin'aan berupa fasiiitasi.e. hasil fasilitasi ditindaklanjuti-.$alarn ,;d; komisi, gabungan komisi,atau panitia khusus, rans dilakukan t"r".-" dengan Bupati ataupejabat yang ditunjuk untuk mewakili untuk d,ilaksnakanpenyempurnaan.
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f. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan
antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:t' penyampaian laporan yang beriii proses pe*bahasan, pendapat

Fraksi, dan- hasil pembicaraan tingkat t -otetr 
pimpinan komlsi,pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia tho"r"; 

)

2. permintaan persetujua.n secara liian pimpirian rapat kepada anggota
dalam rapat paripuma; dan

3. pendapat akhir Bupati.
b' Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, t 

"puiu"a,diambil berdasarkan suara terbanyak.c' Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antaraDPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak Aapat diajukan lagidalam persidangan DpRD ,i""a sidang itu.

Pasal 12

Rancangan Perdl dapat ditarik kembati sebelum dibahas bersama olehDPRD dan Bupati.

Penarikan kembari lSrgarg-r, perda oreh D'RD dilakukan dengankeputusan pimpinan onRD dEngan disertai atasan penarikan.
Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan suratBupati disertai alasan p"rri.ik.r.

Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembariberdasarkan perset,rir"i U"rsama DPRD dan Bupati.
Penarikan kembari r.ll.qrqan perfa hanya dapat dilakukan daiam rapatparipurna yang dihadiri olet Bupati. ----J - EE

5:::?1,-tr;:*x.r."g ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa

Pasal 13

Rancangan Pe$a .Yang telah disetujui bersama oreh D'RD dan Bupati
$;XX'rrit "" 

pimpinari DPRD r."p"i"'-e.r;It untur. critetapkan menjadi

sebelum raperd.a ditetapkan sebagaimana d.imaksud.arat (1) Bupati wajibmenyampaika, raperda kepada Grrbernu, 
""u"g3, wakil pemerintah pusatpaling lama s tugi) t 

"ri i"rrrit"ng'sejak **"ri-a rancangan perda dariPimpinan DpRd untut;.";il;t Nomor Register perda.

Penyampaian rancangan perda sebagaimana,.dimaksud pada ayat (1)
,",ff-:fi:,3$ffi"11*X*f;; paring -r 

";; ; (tujuh) i."'i [,r,itung sejak

Pasal 14

Rancangan perda tentang Rerne',ca"i-p.;;;"sunanr""*k""il4.1:T,lT::1ff 
iiB*fr "r:ff*HLoii*S,

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

(s)
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dantata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DpRD dan Bupati dalamrapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernursebagai wakil Pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil evaluasi Grrbernur sebagai wakil pemerintah pusat atasrancangan Per{1_tgntang APBD, perubahan Apgo, aan perianggungjawabanpelaksanaan APBD, memerintahkan untuk diladd;- p"rry"*purnaan,rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DpRDmelalui badan anggaran.

(2) lenyer-npurnaan sebagaimana dimaksud
bentuk berita acara.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani olehPerwakilan Badan Anggaran dan perwat itarrtepn.

Hasil penyempumaan-rancEmganferda sebagaimana d.imaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputuslan pimpinan Op:nO.

Keputusan Pimpinan DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadidasar penetapan perda tentang__ APBD; perubahan APBD, danpertanggungiawaban pelaksanaan epgO oleh Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan D,RD wajib meribatkan perancang peraturanperundang-undangan dalam pembentlr.an perJr.

Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai denganketentuan peraturarl perundang-und.rrg"rr.

Bagian Keempat
Fungsi Anggaran

Pasal 17

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud daram pasar a ayat (1) huruf bdiwujudkan daram_blntuk pembahu."^o--,rrrtrrk persetujuan bersamaterhadap rancangan perda tentang APBD yang ai"3rk", oleh Bupati.
Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:a' membahas kebijakan umum g"r_ dan prioritas dan prafon anggaran

$H:*i'susun 
oleh Bupati "- berdasarkan' i.r,.".,u.- keda

b. membahas ra.nca.ngan perda tentang ApBD;c' membahas rancangan perda tentan! perubahan ApBD; dand' 
ffi#."'as 

rancangan Perda tentaig p"J.rrgg.,ngiawaban pelaksanaan

pasal 1g

Pembahasan kebijakan umum ApBD dansementara dilaksanakan oleh DPRD
prioritas dan plafon anggarandan Bupati setelah Eirp"ti

pada ayat ( 1) dituangkan dalam

(3)

(41

(s)

(1)

(2t

(1)

(2)

(1)

L2



(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(2)

(3)

(7)

(8)

menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran
sementara disertai dengan dokumen pendukung.

Pembahasatr rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan
Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati
menjadi kebijakan umum APBD.

Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD
bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan
prioritas dan plafon anggaran sementara.

Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh
masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan
prioritas dan plafon anggaralt sementara.

Komisi dapat melakukan pembahasan dengan mitra kerja komisi terhad.ap
program dan kegaiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara guna memberikan masukan kepada Badan Anggaran.

Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangar prioritas dan
plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan
melalui rapat DPRD.

Hasil pembahasan dan konsultasi sebagaimaan dimaksud pada ayat (S)
disusun dalam bentuk rekomendasi yang dituangkan daiam risalah-rapaa.

Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang
telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan
Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 19

Pembahasan rancanga.n Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan
Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan
peratu ran perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD
dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan
umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk
mendapat persetujuan bersama.

Pembahasan rallcangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran
Pemerintah Daerah.

Pasal 2O

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis tLrhadap
pembahasan rancarlgan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 2 1

(1) Ba!$ anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud daiam pasil- tl ayil1Z) huruf d.

(1)
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(2) Rancangan Perda.,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang'telah diperiksa oleh
BPK.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud. pad"a ayat (2) paling sedikit
meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dang. catatan atas laporan keuangan.

(4) Catatan atas laporan keuangcn sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufg harus dilampiri dengan ikhtisar l,aporan keuangarr badan usaha milikdaerah.

(5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasit t t.

Pasal 22

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas danplafon anggaran sementarar rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda ten-tang pertanggungiawaban
APBD ditetapkan oleh badan musyawaiah sesuai dengari t eterrtuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagran Kelima
, paragraf 1

ungsi Pengawasan

pasal 23

Tytg."i pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf cdiwuj udkan dalam bentuk pengawasan terhad.ap :a. pelaksanaan perda dan perituran Bupati;b' pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait denganpenyelenggaraan pemerintahan Daerah; danc' pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
BPK.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakanmelalui:

3 yapat keq'a komisi dengan pemerintah Daerah;b. kegiatan kunjungan kerja;
:. rapat dengar pendapat umum; d.and. pengaduan masyarakat.

f'unqgi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b dilaksanakan. oleh Bapemperda melalui kegiatanefektivitas pelaksanaan perd.a, peraturan Bupati,peraturan perundang-undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana-dimaksud pad.a ayat (3) dilaporkan kepadaPimpinan DpRD'dan d.iumumkan dalam r'"p"t paripurna.

(1)

(2t

(3)
huruf a dan huruf
evaluasi terhadap
dan pelaksanaan
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(s)

(6)

DPRD berdasarkan' keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi
atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.

Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 24

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan
rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati
yang bertujuan untuk meningkatkan efi.siensi, efektivita.s, produktivitas, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada a,r,at (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 25

DPRD berhak menerima laporan hasil pemeriksaan BpK.

DPRD berhak melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan
BPK.

(3) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4\ DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) setelah dikonfirmasikan
kepada Perangkat Daerah.

Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong
agar BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Per:angkat Daerah.

Pasal 27

DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasit pemeriksaan BpK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam rapat Panitia Khusus.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan dengan
ketentuan:
a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini rvajar dengan

pengecualian (quali"fi.ed opinionl, opini tidak wajar (ad.iersed. ipinion) ^I..,pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion); dan
b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(1)

(2)

(1)

l2l

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 28
' 

".mbahasan 
sebagaimana d.imaksud d.alam Pasal 27 dilaksanakan dengan tahap

sebagai berikut:
a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling

lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil perneriksaan BPK;
' b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu)

minggu.
c. Da1am pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan. 

BPK;
d. Pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna

. }PRD;
, e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi

usulan:
L. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan

hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek
tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam
laporan hasil pemeriksaan BPK; dan

2. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal
menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja
tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang

: 
*emerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 29

Pelaksanaan Pengawasanr terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 25 sampai dengan Pasal 28 dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i

Paragraf 3
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggu ngj awaban Bupati

a

Pasal 30

(1) Laporan keterangan pertanggungiawaban memuat hasil penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2t 
BFflfr',#;HffiXilff,'G,"firojitffi'l (::if.?ffi#ffi1"[ffi'3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

. (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam
Rapat Paripurna DPRD.

(4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus.

(5) Pembahasan secara internal oleh Panitia Khusus memperhatikan pendapat
dan saran dari fraksi-fraksi dan komisi.

(6) Berdasarkan hasil pembatrasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
DPRD menetapkan Keputusan DPRD.

(7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling
Iambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
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(B) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (71 disampaikan
kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati
untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. 

1,

(9) Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Bupati, berupa catatan-
catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi
terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan
tugas umum pemerintahan.

(10) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam
jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada
rekomendasi untuk penyempurnaan.

(11) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian
Bupati.

(12) LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-
tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum
dilaporkan.

(13) Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan
dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh
Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati
berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

(14) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya
berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas
Bupati.

Pasal 31

Dalam hal Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan
keterangan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2), DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.

Apabila penjelasan Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi
sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) tidak diterima, DPRD melaporkan
Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran
tertulis kepada Bupati.

Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2
(dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan
mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

(1)

(21

(3)

(4)

Pasa1 32
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n!

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah
janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan
sumpah/janji.

Pa$al 33

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(21 Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

(3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji
seclra bersama-sama dalam rapat paripuma yang dipandu oleh ketua
Pengadilan Negeri di Daerah.

(4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji
anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior
yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

(5) Rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh
Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang
paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan
DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

(6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-
sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 34

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal
berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode
sebelumnya.

. (21 Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh
pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji' dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 35

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (i ),
r anggota DPRD yang beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong

saya';
^ c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan

d. Hindu, diawali dengan frasa uOm Atah Paramawisesa".

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD
. menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 36

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagai berikut:
18



(1)

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpatr/bedanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan.berpedoman
pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan beker:ja dengan sungguh-

sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan
tepJitingan bangsi d.rt negara daripada kepentingan pribadi, seseorang,

dan golongan;
bahvia 

""yu. 
akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 37

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada
saat pengucapan sumpahfianji, yang bersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada
saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan sumpah Jardi menjadi enggg!1 DPRD dan saat itu juga
dibeltrentikart sementara sebagai Anggota DPRD.

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana
berdasarkan putusan pLngadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap
meliksanakan pengucaparl sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat
itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan DPRD;
b. Badan Musyawarah;

(21

(3)

(1)

l2t

(3)

c.
d.
e.
f.
ob'

Komisi;
Bapemperda;
Badan Anggaran;
Badan Kehormatan; dan
alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat
panpurna.

AIat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud
sampai dengan huruf f bersifat tetap.

pada ayat (1) huruf a

Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa
panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh
sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(4)
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(5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan
Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan
DPRD.

(6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 39

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada
alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang
merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Fimpinan DPRD

Pasal 40

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil

keputusan;
menyusun renca.na kerja Pimpinan DPRD;
menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda
dan materi kegiatan dari dat kelengkapan DPRD;
mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/
instansi vertikal lainnya;

g. mewakili DPRD di pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau

rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

i. menyampaitan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma
yang khusus diadakan untuk itu.

pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan
dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 41

Pimpinan DPRD mempunyai hak dan wewenang :

a. meminta laporan rencana dan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
b. mendampingr kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; dan ,

c. hak dan *e*ettang lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Pembagian tugas antara pimpinan DPRD dalam mendampingi kegiatan Alat
Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan bersama pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD dapat melakukan konsultasi kepada instansi vertikal.

Konsultasi kepada instansi vertikal sebagairnana dirnaksud pada ayat (3)
dapat didampingi komisi terkait bidang tugasnya.

b.
c.
d.

e.
f.

(2)

(1)

(21

(s)

(4)
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Pasal 42

(1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-
Undang mengenai pemerintahan daerah.

(2) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

(3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
1 (satu) orarlg ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua)

partai politik yqng memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di
DPRD.

(41 Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoieh kursi
terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara
musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

(5) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
a. memimpin rapat DPRD;
b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD; dan
d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 43

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil
ketua.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik
berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang
memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD.

(4) Dalam ha1 terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi
terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah
anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara
terbanyak.

. (5) Da1am hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara
. terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua

_ DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik
yang paling merata urutan pertama.

(6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dad anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua,
ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

2t



(7t

(8)

(1)

(2)

(1)

(2t

(3)

(4)

(1)

(2)

Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak
kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling
merata urutan, kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah
wakil ketua DPRD.

Pasal 44

Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan
DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DpRD sebagai calon pimpinan DPRD.

Pimpinan sementara DpRD menyampaikan nama caron pimpinan DPRDkepada Gubernur melalui Walikota uniuk diresmikan p."gui.gr.u.t*rryu..

Pasal 45

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, sebelum
memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ianji di gedung DPRD
setempat yang dipandu oleh Ketua pengadilan Negeri.

Dalam ha1 pengucapan sumpah/ianji di ged.ung DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan,
pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat
lain.

Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)berhalangan, pengucapan sumpah/ianji pimpinan DPRD dipandu orehWakil Ketua pengadilan Negeri. i

Dalam hal wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(3)- berhalangan, pengucapan sumpali/5anii pi?pina., DPRD dipandu olehhakim senior pada Pengadilan weglri v""g aitun:ur< oteh Ketua pengadilan
Negeri.

Pasal 46

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif danko1egial.

Pasal 47

Masa jabatan pimpinan DPRD 
- terhitung sejlk tanggar pengucapansumpah/janji pimpinan d'an berakhir bersaria.r dengan berakhirnya masajabatan keanggotaan DpRD.

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya seberum berakhir masajabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DpRD;
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c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan; atag
d. diberhentilian sebagai Pimpinan DPRD'

(3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal:

a. terbukti melanggar *,.*pun/:"":i jabatan dan Kode Etik berdasarkan

kePutusan badan kehormatan; atau
b'partai*u.'uyangbersangkutanTllg,",lkan.pemberhentianyang

U"r"*g,lkrt n "seb-agai .rn*ipinan DPSD sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

(4)

(s)

Dalam ha1 ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua

menetapkan salah Seorang diantaranyu' urttuk- melaksarnakan tugas ketua

sampai'dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Dalam hal ketua d.an wakil ketua DPRD berhenti clari jabatannya dan

tersisa 1 (satu) *.f.U ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan

tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif'

Pasal 48

Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD

dalam rapat pariPurna.

Pemberhentian Pimpinag DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna'

Pemberhentia3 Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD'

Pasal 49

Pimpinan DPRD menyampaikan keputusal DPRD tentang pemberhentian

Pimpinan DPRD tepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui

Bupati untuk p"r""*ior-pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari

terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna'

Bupati menyampaikan keputusan DPRD kabupatenlkota sebagaimana

aimat<sua pada avat (1) keiada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

paling lambat 7 tt":"rrt ir"riterhitung sejak diterimanya keputusan DPRD'

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21disertai

dengan berita acara rapat paripurna'

Pasa1 50

pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang

*^*id"ttgan Pimpinan DPRD yang berhenti'

Calon pengganti Fimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan

partai 
^poUtif< 

untuk 
-diumumkan dalim rapat paripurna dan ditetapkan

dengan keputusan DPRD.

Pimpinan DPRD mengusulkan peqesmian pengangkatan calon pengganti
pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemer:intah Pusat melaiui
Bupati.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(s)

(1)

(2)

(s)
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Pasal 51

Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan
sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk
menentukan salih satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua
DpRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD
sebigaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD
yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali'

Pasal 52

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjaiani masa tahanan
atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai
politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan
kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari
partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang
sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2\ Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan dalam rapat paripuma dan selanjutn5ra ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

Pasal 53

Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD
mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan
tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepad.a DPRD
paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh
Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda. 

i

Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD
sebagaimana dimalcsud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh
Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

Bupati menyarnpaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paiing lama
7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung
sejak diterimanya keputusan DPRD.

(2\

(1)

(2t

(4)

(s)
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(1)

(2)

(s)

Pasal 54

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pasal 52
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap:
a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai

anggota DPRD dan/atau Pimpinan DpRD; dan
b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melaiui pengumuman dalam rapat

paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 56

(1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah
Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(21 Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat
paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan
anggaran

Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan
musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.

Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan
musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyarvarah.

Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan
PPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya daia*
badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun -6 (enam) bulan
berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 57

Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja *i"t k"l"ngkapan

DPRD;
b. menetapkan agenda DPRD ultuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian

dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah,
dan jangka waktu penyelesaian rancangan perda;

c' memberikan-pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis
kebiiakan pelaksa'aan tugas dan *"*"rrrrrg DpRD;

(3)

{41

(s)

(1)

25



d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan
DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan
mengenai petaksanaan tugas masing-masing;

e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat
diubah dalam rapat paripurna.

Setiap anggota badan musyawarah wajib:
a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam

rapat badan musyawarah; dan
b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

(2)

(s)

(1)

(2)

(s)

Setiap Anggota DPRD,
komisi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 58

kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu

(4)

(s)

Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan undang-Undang mengenai
Pemerintahan Daerah.

Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan
perimbangan dan pemerataan jumlah ang5iota antarkomisi.

Keanggotaan dalam komisi diputuskan daiam rapat paripurna atas usulFraksi.

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggotakomisi dan dilaporkan dalam rapat paripurn.l Mur. jabatan ketua, wakilketua, dan sekretaris komisi serama z(du! tahun 6 (enam) bulan.

Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, clan/atau sekretariskomisi, dilakukan - kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atausekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
-------

Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisimeneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masakeanggotaannya dalam komisi paling singkat'1 (satu) tahun berdasarkanusul Fraksi.

Pasal 59

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:a' memastikan terlaksananya kewajibin daerah dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan yang menjadi kiwenangan d.aerah 
.da; -l;*ajiban 

1ainnya
- ses-uli dengan ketentuan peraturan p"rr-rr.d."rrg_undangan;b. melakukan pembaha"u.rr r-"rr"angan perda;
c' melakukan pembahasan rancan-gan keputusan DpRD sesuai dengan ruanglingkup tugas komisi;

(6)

(71

(8)
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d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang
lingkup tugas komisi;

e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan
oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;

f. menerima, menampuog, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;

g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DpRD;
i. mengadakan rapat kerl'a dan rapat dengar pendapat;j mengajukan usul kepada Pimpinan -OpnO yang terrnasuk dalam ruang

lingkup bidang tugas komisi; dank. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasiipelaksanaan tugas komisi.

Pasal 60

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi laindan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasart<'an t<eputusan DPRD.

Pasal 61

(1) Pembagian ru.ang. lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraanurusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.

l2l Komisi DPRD meliputi:
a. Komisi I;
b. Komisi II;
c. Komisi III; dan
d. Komisi IV.

(3) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pad.a ayat(1) adalah sebagai berit<ui:
a. Komisi I, .bidang Hukum dan pemerintahan meliputi:1, Bupati dan Wakil Bupati;

2. Sekretariat DpRD;
3. Bagian Tata pemerintahan Setda;4. Bagian Hukum Setda;
5. Bagian Umum Setda;
6. Bagian Hubungan Masyarakat Setda;7. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda;8. Badan Kepegawaian Daerah;
9. Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
1O. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;
1 1. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Inspektorat Kabupaten Rembang;
14. Satuan polisi pamong praja;
15' Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perrind.ungan Masyarakat;dan16. Kecamatan/ Kelurahan dan Desa.

b. Komisi II, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:1. Bagian Administrasi peref.o"o*l"riletda;
2' Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan d.an Aset Daerah;
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3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah;

4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kery'a;

5. Dinas Pertanian dan Pangan;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
7. BUMD.

c. Komisi III, bidang Pembangunan meliputi:
1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Dinas Perhubungart;
5. Badan Perencanaan Pembangunarl Daerah; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Komisi IV, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
1. Bagian Kesejahteraan Ralcyat Setda;
2. BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Kebudayaal dan Pariwisata; dan
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan,
keserasian dan keterkaitan.

Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD
dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian
p"*bid"ngu.n, dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat masing-
masing Komisi.

Bagan Kelima
Bapemperda

Pasal 62

Anggota Bapemperda ditetapkan daiam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan anggota komisi.

Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang
terbanyak.

Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.

Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda
dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

(5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(4)

(5)

(1)

(21

(3)

(4)
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(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD
lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda
paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 63

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut
rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda
disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DpRD;

b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DpRD
dan Pemerintah Daerah;

c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan
usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi
sebelum rancangan Perda disampaikan kepada pimpinan DpRD;e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diqjukan oleh DpRD dan
Pemerintah Daerah;

f. memberikan pertimbangan terhadap usuran penyusunan
yang diajukan oleh DPRD dan pemerintalr. baerah
pembentukan Perda;

rancangan Perda
di luar program

1.

g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan
Perda yang berasal dari pemerintah Daerah;

h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan Perda melalui koord.inasi d.engan komisi d.an/atau
panitia khusus;
memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan perda yang
ditugaskan oleh badan musyawarah;
melakukan kajian Perda;
Meminta kepada Bupati melalui Pimpinan DPRD atas semua peraturan
kepala daerah dan peraturan lain yang berdampak luas kepada masyarakat
yang dibuat oleh pemerintah daerah;dan
membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan
menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan
bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 64(1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan
mempertimb3lSkal keanggotaannya dalam komisi dan pali ng banyall ,/"
(satu perdua) dari jumlah Anggota DpRD.

(21 Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan
merangkap anggota badan anggaran.

(3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan
dalam rapat paripurna.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya.juga sebagai sekretaris badan anggarandan bukan sebagai anggota.

(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam bad.an anggaran ke alat kelengkapan
lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keinggotaannya d.alam badan
anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

J.
k.
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Pasal 65

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati
dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang
rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait
untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan
kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan
rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD,
dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksan.aan APBD;

d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur
sebagai wakii Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran
Pemerintah Daerah;

e' melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap
rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan ptafon
anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; danf' memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran
belanja DPRD. 

h

Bagan Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 66

Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD bedumtah
5 (lima) orang.

Pimpinan badan tefrot*atan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu)
orang wakil ketua yalg dipilih dari dan oleh anggota baclan kehormatan.

Anggota badan kehormatan dipiiih dan ditetapkan dalam rapat paripurna
berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

Masing-masing fraksi berhak mengusulkan i lsatu) orang calon anggota
badan kehormatan.

(5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi ya5rg memitiki
jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orangcalon anggota
badan kehormatan.

(1)

(2)

(3)

(41

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan
lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaarrnya dalam -badan
kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enamj bulan berdasarkan usul
Fraksi.

Pasal 67

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DpRD

terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
b. meneliti dugaan pelangga.ran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang

dilakukan Anggota DpRD;
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c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan,
verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada
rapat paripurna.

(2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan
dari ahli independen.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 , Badan
Kehormatan berwenang:
a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran

sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan
atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain 1,ang terkait termasuk
meminta dokumen atau bukti lain; dan

c. menjatultkan sanksi kepe.da Anggota DPRD yang l"erbukti melanggar
sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 69

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan
pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada
Pimpinan DPRD dengan tembusan. kepada Badan Kehormatan disertai' identitas pelapor yarlg jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan DPRD *u.irb meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung
sejak tanggal pengaduan diterima.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan
DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan
Keh ormatan menindaklanj u ti pengaduan tersebu t.

Pasal 70

Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksr-rd dalam Pasal 69,
Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi
dengan cara:
a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu,

dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
b. memverilikasi dokumen atau bukti lain yang terkait,

Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan
dalam berita acara.

Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamilr kerahasiaan hasil
penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(3)

(1)

(2)

(3)
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Pasai 7l

(1) Dalam hal. teradu terbukti meiakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan' 
Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD;

dan/atau
e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yarrg
terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib clanlatau peraturan
DPRD tentang kode etik.

(4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

\._
(5) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang
bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang
bersangkutan.

Pasal 72

(1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pernberhentian sebagai
pimpinan alat kelingkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan Jat
keiengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
diumumkan dalam rapat paripurna.

(2) Jadwal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada a_vat (1) ditetapkan
oleh badan musyawarah paling lama 10 (sppuluh) Hari terhitung sejak
keputusan Baclan Kehormatan.

Pasal 73

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berufa
pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan
peraturan peru ndang-undangan.

Pasal 74

Tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan
kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan
Kehormatan.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus
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Pasal 75

(1) Panitia Khusus dlbentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD
setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

(2\ Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Pembentukan panitia khusus daiam waktu yang bersamaan paling banyak
sarrra jumlahnya dengan komisi.

(4) Masa kerja Panitia Khusus:
a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

(5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat
paripurna.

Pasal 76

(f ) Jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak I 5 (lima belas) orang.

, (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan
oleh masing-masing Frak$i..

(3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia
khusus.

Pasal 77

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksr-rd dalam pasal 80
panitia khusus dapat meiakukan :

a. Rapat kerja dengan OPD terkait;
b. Rapat dengan tim perumus; -c. Konsultasi;
d. Kunjungan kerja;
e. Kunjungan Lapangan; dan
f. Rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud trrada ayat (1) huruf f
dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. Sosialisasi;
b. Seminar; dan
c. Lokakarya atau diskusi publik.

(3) Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) ketua panitia
khusus harus berkoordinasi dengan unsur pimpinan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 78

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan
diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan
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kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat

kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengeiompokan tugas

dan wewenang DPRD yang tercermin d"alam alat kelengkapan DPRD'

(3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tirn ahli dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan'

(4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :

a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman

paling singkat 3 (tiga) tahun;
b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasa1 79

(1) DPRD mempunyai hak:
a. interpelasi; \-".
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.

(2) Anggota DPRD mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. mengajukan pertanyaan;

, c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 80

(1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-
Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada
Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

(2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

dan
b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 81

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyarnpaikan penjelasan lisan atas usui hak interpelasi;
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(2)

b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas
penjelasan pengusul; dan

c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota
DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (i) menjadi hak interpelasi DPRD
apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari
I12 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan
persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usut hak interpelasi
memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati

Pasal 82

Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

Dalam hal Bupati berh*langan hadir untuk mernberikan penjelasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat
terkait untuk mewakili.

Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan clalam rapat paripurna
dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan
untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati
dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan,

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 83

Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-
Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepadl
Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat
dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan

undangan yang akan diselidiki; dan
b. alasan penyelidikan.

(1) disertai

perundang-

(3)

(4)

(1)

-(2)

(3)

(41

(1)

(2)

Pasal 84

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:a. pengusul menyarnpaikan penjelasan lisan atas usul hak angketib. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan metalui Fraksi;
dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DpRD.
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(2\ Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika
mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4
(tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Futusan diambil dengan
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang
hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket
memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang

ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
b, menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis

kepada Bupati.

(5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat
diajukan kembali.

Pasal 85

( 1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil
pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warg" masy"rakat V""gdianggap mengetahui atars'patut mengetahui masalah l*rrg diselidiki .rntrrk
memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukku, surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang
dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib -eme.rufri panggitan
DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabdt Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga
masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidtk
memenuhi panggilan; DPRD dapat memanggil secara paksa derrgan bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 86

Dalam ha1 hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diterima
oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian
proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan peru ndang- undangan.

Pasal 87

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling
lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak AiU"rrtutonya paniiia angket 

.,

Bagan Keempat
Hak Menyatakan pendapat

Pasal 88

(1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhiketentuan Undang-Undang mengenai 
- 
Pemerintahari Daerah diajukan



Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dipr-rtuskan pada rapat
paripurna.

(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a.. materi dan alasan pengqjuan usulan pendapat; dan
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket,

(3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan
dalam rapat paripurna.

Pasal 89

(1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan
tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b, Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
c. Bupati memberikan pendapat; dan
d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan

pendapat Bupati,

(2) Usui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan
pendapat DPRD apabila Arendapat persetujuan dari rapat paripurna yang
dihadiri paling sedikit 3la $:ga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan
putusan diambil dengan persetujuan pating sedikit 213 (dua pertiga) dari
jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dihadiri paling sedikit 3 /a ftiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, r:apat

. ditunda paling banyak 2 (dua) kali d€ngan tenggang waktu masing-masing
tidak lebih dari i (satu)jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat
menunda rapat paling lama 3 (tiga) Ha_ri.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga
terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat
diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan
pendapat memperoieh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

(7i Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapl<an keputusan DPRD
yang memuat:
a. pernyataanpendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan perda

Pasal 90

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan perda.
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(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara
tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Patagraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 9 1

(r ) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah
Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara
lisan maupun secara tertulis.

(2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis daiam tenggang waktu
yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan pendapat

Pasal 92

,(1) Setiap Anggota DPRD da{am rapat DPRD berhak mengajukan usul dan
pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepadi Pimpinan DpRD.

(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan
kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

- Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 93

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat
kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 94

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/3anji dan Kode Etikdiberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan
kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 95

' (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang mengenai pemerintahan Daerah.

(2\ Anggota DPRD tidak dapat dituntut di d.epan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan
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maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang
berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

(3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat
DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta
tugas dan rvewenang DPRD.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal
anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau ha1 lain yeng dimaksud
dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragral 7
Hak Mengikuti Orientasi dan

Pendalaman Tugas

Pasal 96

'(1) Anggota DPRD mempun&Qi hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan
tugas sebagai Anggota OPRO pada permulaan masa jabatannya dan
mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

(2) orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat
partai politik, atau perguruan tinggi.

dilakukan oleh
DPRD provinsi,

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendaiaman tugas Anggota
DPRD dibebankan pada penyelenggara.

(4) Anggota DPRD melapork.r, fru"ii pelaksanaan orientasi dan pendalaman
tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 97

Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki hak protokoler yang pelaksanaanya diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 98

Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki hal< keuangan dan Administratif yangpelaksanaanya diatur se su ai den gan peratu ran p"r.r r,.d"r, g- r,r n clangan.

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 99
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Anggota DPRD berkewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksa.nakan Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun

1945 dan menaati ketentuan peraturan-perundang
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

atau golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norrna dalam hubungan keda dengan lembaga lain

dalam penyeienggaraan Pemerintah Daerah ;

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala;

j menampung dan meninindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
k.' memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada

konstituen di daerah pemiiihannya; dan
l. melaporkan laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERSiDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 100

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucaparl sumpah/janji Anggota
DPRD.

(2) Tahun sidang dibagi ilalam 3 (tiga) masa persidangan,

(3) Masa persidangan meliputi masa
persidangan terakhir dari I (satu)
ditiadakan.

sidang dan masa reses, kecuali pada
periode keanggotaan DPRD, masa reses

(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan
tugas dan kew4jiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan
tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10i

(1) Masa reses bagi DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1

(satu) kali reses.

Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling
lambat 3 (ti8a) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yan;
mudah diakses.

(3) Masa reses Anggota DPRD secara
dilaksanakan dengan memperhatikan:

perseorangan atau kelompok

(2)
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a. waktu reses anggota DPRD Kabupaten pada daerah pemilihan yang
sama;

b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

(4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil peiaksanaan reses kepada Pimpinan
DPRD, paling sedikit memuat:
a. waktu dan tempat kegiatan reses;
b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnl,s.

Pasal 102

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
a. rapat paripuma;
b. rapat Pimpinan DPRD;
c. rapat Fraksi;
d. rapat Rapimgab/konsrlltasi;
e, rapat badan musyawarah;
f. rapat komisi;
g. rapat gabungan komisi;
h. rapat badan anggaran;
i. rapat Bapemperda;
j. rapat badan kehormatan;

- k. rapat panitia khusus;
1. rapat keq'a;
m. rapat dengar pendapat; dan
n, rapat dengar pendapat umum..

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para inggota Pimpinan DPRD yang
dipimpin oleh ketua atau wakit ketua DPRD.

(4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pirnpinan
Fraksi.

(5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan
pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua DPRD.

(6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah
yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musya'*,arah.

(7\ Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua komisi.

(8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua DPRD.
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(e)

( 10)

(11)

(12)

( 1s)

(14)

(1s)

(1)

(6)

(7)

(8)

(2)

(3)

(4)

(s)

Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.

Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan
yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badar-r keholnratan.

Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

Rapat ker.1a merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan
komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejiuat yarg
ditunjuk.

Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi,
Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

f-apat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan
komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan
perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

t

Pasal 103

Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuaii rapat tertentu yang
dinyatakan tertutup.

Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum rvajib dilaksanakan
secara terbuka.

Selain rapat D|RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD
dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan- .u.p.i berdasarkan
kesepakatan peserta rapat.

Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.

Dalam hal rapat DPRD dinyatakan teriutup, risalah rapat wajib
disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat
tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pembicaraan d.an keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup
untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan 

-oleh 
peserta

rapat kepada pihak iain atau publik.
Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau
keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib
merahasiakannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) danayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraiuran perundang-
undangan.

Pasal 104

Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
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(2\

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di cialam gedung DPRD,
pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan
efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampllan keuangan
Daerah.

Rapat paripurna hanya dilaksanakan di iuar gedung DPRD apabila terjadi
kondisi kahar.

Pasal 105

setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas
dan kewajibannya.

Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat
tersendiri.

Anggota.DPRD yalg hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib
memberitahukan kepada pimpinan rapat,

Bagian Kedua
Hari, Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 106

Hari kerja DPRD adalah hari senin sampai dengan Jumat

waktu rapat DPRD adalah Jam 0r.30 sampai dengan I6.00 wlB;

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari libur dapat
dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan alat kelengkapan
DPRD kepada Pimpinan DPRD.

(1)

(21

(s)

(4) Di luar ketentuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan

(1) dan ayat
Musyawarah

(s)

(1)

(2)

menetapkan yang lain.

Semua jenis rapat dilakukan di Gedung
dan keadaan darurat, rapat DPRD dapat
ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

DPRD, kecuali karena kebutuhan
dilaksanakan di tempat lain yang

Pasal 107

Rapat paripurna terdiri atas:
a. rapat paripurna untuk pengambiian keputusan; dan
b. rapat paripuna untuk pengumuman.

Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
a, Bupati;
b. pimpinan alat kelengkapan DpRD; atauc. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) darijumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (seitu) Fraksi.
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(3)

(4)

(1)

(2t

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

Rapat paripurna' diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua
DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan
musyawarah.

Rapat paripurna daiam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda
wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal i0B

Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam
bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan
alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 109

Undangan rapat terdiri atas:
a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas

Undangan Pimpinan DPRD; dan
b. Anggota DPRD yang ha&k' dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas

undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang
bersangkutan.

Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir clalam rapat DPRD tanpa
undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan d.ari Pimpinan
DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

Undangan dapat berlbicara daiarn rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat
tetapi tidak mempunyai hak suara.

Peninjau d.an wartawan tidak rirempunyai hak suara dan tidak boleh
menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain,

Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.

Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan
atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal i 10

Pimpinan Rapat menjaga agar Rapat berjalan secara tertib.

Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau
wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggaikan ruangan rapat,
dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan
dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabiia terjadi
peristiwa' sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh
lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
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(1)

Bagian Keempat
Pakaian

Pasal 1 1 1

Dalam menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (i),
Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal Rapat Paripurna Mendengarkan

Pidato Kenegaraan, Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawan Walikota dan Rapat
Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD;

b. Pakaian Sipii Harian (PSH) daiam hal Rapat Paripurna Penyampaian
KUA/I(UPA dan PPAS APBD dan APBD Perubahan, Rapat Paripurna
Penyampaian Raperda; dan

c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal Rapat Paripurna untuk
pengambilan Keputusan.

Dalam menghadiri rapat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian yang
pantas/sopan/menyesuaikan dengan surat undangan.

Apabila pada hari -vang sama diadakan 2 (dua) rapat paripurna
sebagaimana dimalcsud aye! (1) huruf a dan huruf b, maka Pimpinan clan
Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian
sesuai dengan yang tertera dalam undangan.

(2)

(3)

(4)

(1)

{2)

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

' Pa3al I 12

Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasai 1 13

(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat
DPRD yang bersifat pengumuman.

(3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat alat
kelengkapan dihadiri oleh paling sedikit 112 (satu per dua) dari jumiah
anggota rapat alat kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 1 14

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabiia:
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a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota
DPRD untuk mengambil persetujuan atas peliksanaan hak angket--dan
hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai
usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;b' dihadiri oleh paling sedit<it 2/3'@;;pertiga) dari jumlah Anggota DpRDuntuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta uniuk menetapkan perda
dan ApBD; atau

c' dihadiri oleh lebih dari 1 /2 (satu perdua) jumlah Anggota DpRD untukrapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud da-lam huruf a danhuruf b.

(2) Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan sah apabila:
a' disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DpRDyang hadir, r1n!u-k rapat sebagaimana dimiksud p.a" ayat (1) huruf a;b' disetujui oleh lebih 4", 1/2"(satu perdua) 3r*Lr, enggota DeRD yanghadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atauc' disetujui dengan suara lerbanyak, untuk ir.put .Lu^s"i*ana dimaksudpada ayat (1) hurufc.

(3) Apabr.la ku9rum sebagaim3u .dl*lksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapatditunda paling banvak 2 (dua) k.ii ;;&;n tenggang waktu masing-masing- tidak lebih dari 1 lsltuljam\-^,. .-----o'

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud padaavat (3) kuorum sebagaimana dimar.""a pia..uv.i i[ b"il* juga terpenuhi,
x,'fti,lTl,,;Tft :,];3:::,e**j;*.1.*;ffi !'iffilHi,i?",'".*",

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana. dimaksud pada ayat (4) kuorum-sebagaimana dimaksud p.+ "i", [i-berrlm :rs"-r".penuhi, terhadapketentuan sebagaimana aihatsui;"d;'ayat (rl rruiur b untuk menetapkanAPBD' rapat tiaat dapat mengambit keputu"""- a"" penyeresaiannya'diserahkan 
kepada Gubernur seba-gai wakil pemerintah pusat

(6) Apabila seterah penundaan sebagaimana,dimaksud pada ayat (4), kuorumsebagaimana dimaksud 
r?d.. "v", aii- urrr* l,rgJ?ip"rrurri, terhadapketentuan sebagaimana aiy"5.""J- r;e"*1y_ut iii'rr.r*r ", pengambilankeputusan diserahkan kepada pimpirrlr, ipnD dan pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pimpinan D'RD dan
fi f$ffi.ffffitf lTA'*f ar""rl"T pada avat (61--i,"r.ur.,, d en gan

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(7) tidak tercapai, tceputusan diambii uerdasarkan suara terbanyak.
(e) 

:,',:::"flruHffil? ;xi;,lJ':#, berita acara penundaan rapat yans

Pasai 1 i5
Setiap keputudan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakatmaupun berdasarkan suara terbanyak,---*.rrpakan kesepakatan untukditindaklanjuti oleh sem";;; yang terkait dalam pengamb,an keputusan.
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BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PBNGGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
pemberhentian antar_ Waktu

Pasal 1 16

(1) Anggota D'RD berhenti antarwaktu karena:a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atauc. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat(r) huruf b ditandaidengan surat pengundri^1. diri dari yang bersangkutan, mulai berlakuterhitung sejak tanggal ditandaia"sJ"r surat pengunduran diri atauterhitung sejak tat gsit yang aipersy?ratkan ddam [;i.rrtru' peraturanperundang_undangan. ' J usqaarAvL

(3) 
fi|fll:ir?:H 

diberhentikah-e.ntarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat
a' tidak dapat meiaksanakan tugas secara. berkeranjutan atau berhalangantetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan b"rtu.ut-turut tanpaketerangan apa pun;
b. melanggar sumpah /janjidan Kode Etik;c' dinyatakan bersarat berdasarrcan putusan pengadilan yang telah- memperoleh kekuatan h.ukum tetap i.*"ru. merakukan tindak pidanayang diancam 9."rg"" pidana penlarl 5 (Hma) t"r,"" ul.u lebih;d' tidak menghadiri -rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRDyang menjadi tugas dan kewijibannya sebanyak o 1enaml kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;e' diusulkan oleh partai-politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang_undangan;
f' tidak lagi mem.nJhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai denganketen tu an p-eratu ra., p6-.u naarrg- ina"rrs3, mengenai pemilih an u mu m ;g' melanggar ketentuan larangai 

".u.!ai*".,u. Eiutrr'- dalam peraturanperundang_undangan;
h' diberhentikan sebigai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang_undarrga., I ataui. menjadi anggota partai politif lain.

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasansebagaimana dimaksud pada ayat (3) ri"r"r b, huruf c, hu.ur f, atau huruf g.

Pasal 117

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (l)huruf a dan huruf b .serta ayat (J) rrri"i 
", rr.rrr.rr ., huruf h, dan huruf idiusulkan oleh prmpinan p"rt"i no-rilik kepada pirnpinan DpRD dengantembusan kepada Gubernur slbagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 118
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(1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 i 7 Pimpinan DPRD menyampaikanusul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebigai wakilPemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh fieresmianpemberhentian.

(2) Apabila setelah 7 (tuj!!L Hari Pimpinan DeRD tidak mengusulkarrpemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
Pusat, Sekretaris DPRD melaporlian proses pemberhentian anggota DpRDkepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaluj. eupatl-

(3) Paling lama 7 (rujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usui pemberhentiansebagaimtl3. dy."ksud pada ayat [; .t., laporan iebagaimana dimaksudpada ayat (2), Bupati *etya-paikan usul pemberhentian tersebut kepadagubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggotaDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DpRD tidakmelaporkan proses pemberhentLn anggota DPRD sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Bupati menyampaikan usuian pemderhentian kepadaGubeinur sebagai *at it pemerintah pusat.

(5) Apabila setelah 7 (t"j:S*-I*i Bupati tidak menyampaikan usulpemberhentian anggota 
- 
DFRD 

""uug.i-^rr" dimaksud pada ayat (3),Pimpinan DPRD tingsung menyampiikan. usul pemberhentian anggotaD'RD kepada Gubernirr selagai;"k fp;;erintah pusat.

Pasal 119

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat menerbitkan keputusan-pemberhentian anggota DPRD.pJi"s ila 14 (empat bJas) Hari terhitung
*},,fjf;Tf;H" tsuhn pemberh"iti"', anggota DrRD dari waiikota arau

(2) Peresmian pemberhentian.anggoti DPRD murai berlaku terhitung sejaktanggal ditetapkan oleh g"u.rii,r ;";;; wakil pemerinlh pusat, kecuatiuntuk peresmian pembJrne"rrul ;;**e Df\p sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 avat (3) huruf . ,.,iitli' berraku t;;[i?;"s sejak tanggarputusan pengad,an memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasa] 120

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusuran pemberhentian anggota D.RDsebagaimana dimaksud dalam d"";f ll;i"it"t , """".. Lutatis mutandisterhadap tata cara pengusuran p.*u..rrend;-;;i*ot, D.RD yangdinvatakan bersarah *.iimr.u, il;;;k pidana u"rTa."rt a., putusanpengadilan yang telah berkekuata" fruf.rr* tetap.
(2) Gubernur sebagai wakii Pemerintah Pusat memberikan teguran terturiskepada Bupati apabila setelah 7 t**n) Hari tlJJ' menindaktanjutipemberhentian anggota DPRD yang aiivll"r."r, b.r"ular, metat ukan tindak

ij,iT" 
berdasart<iri putusan pengaditan yang telah berkekuatan hukum

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnyapu tu san pensadilan van s terah il.k;r;;di ; y";" 
=;# 

3,, u"r.,.,r sebagaiwakil pemerintah pusat" belum 
"r.;;;;; usulan p.-i.rrr.ntian anggota
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DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota
DPRD.

Pasal 121

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak
mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dilam waktu palinglama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak y"ng bersangkutan mengajukanpengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan opno meneruskan usulpemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur slbagai wakil pemerintah pusat
melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 722

(1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalamPasal 116 ayat (3) huruf a, hurulb, huruf d, hurulf, dan huruf g, dlakukan
- sesuai dengan undang-u"o3* mengenai pemerintahan Daerah.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentiananggota DPRD sebagaimana dimaksud pad1 ayat (1) paring rama 14 (empatbelas) Hari terhitung sejak diterimanla keputusan Badan KehormatanDPRD atau keputusan iir"prrru, p;;il politik tentang pemberhentiananggotanya.

(1)

Bagian Kedua
_ Penggantian antar_Waktu

Anggota D'RD l?rg. berhenti 

t;:::," 

sebagaimana dimaksud daramPasal 116 ayat (1) digantikan oreh caton-errg-go,^ D,RD yang memperorehsuara terbanyak urutan berikutnya dalam aaTia" peringkat perolehan suaradari partai politik yang sama p"a" daeralr-p.-,mu, yang sama.

Daiam hal calon Anggota DPRD y"lg memperoleh suara terbanyak urutanberikutnya sebagaimana dimaksud" p"a"--"y"t (1) mengundurkan diri,meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi iyarat sebagai calon AnggotaDPRD, Anggota^p-pRp sebagaim;;;;;;;"pua. ayat (1) digantikan olehcalon Anggota DPRD yang ir.*p"roreh suara ie.uarryak ;.ri; berikutnyadari partai politik yan; 
".i." p-d. n""r"r, [*ilm.r. yang sama.

Dalam hal terdapat masalah L:r:i*."ry"-r ganda partai poritik, usulanca-lon Anggota p.pRD vang ditfidaft;j;;- ."a^rur, kepengurusan partaipolitik yang sudah -.*p.ioleh putusan mahkamah partai atau sebutanlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentangpartai politik.

Jika masih terdapat perserisihan alas putusan mahkamah partai atausebutan lain sebagaimana dimaksud ;.;;"u^i^, tst, kepengurusan partaipolitik tingkat pusat yr-g dapat *..rgr"rtt 
"., penggantian merupakankepengurusan yang sudah memperoreli' putusan pengadilan yang terah
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(3)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

(s)

memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 124

Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan
antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi
Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia.

Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oieh Komisi Pemilihan
Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung
sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

Paling larnbat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon
pengganti antarwaktu darj Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota
?PRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kfracla
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaluiBupati.

Paling lambat 7 (tujuh) Hari telhitung sejak menerima nama anggota DpRDyang diberhentikan dan nama 
_ calon pengganti antarwaktu, Bupatimenyampaikan nalna anggota DPRD yang dibirhentikan dan nama calonpengganti antarwaktu kepa&Guberrr.,. 

"Jbu.gai 
wakil pemerintah pusat,

Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggotaDPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dariBupati, Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikanpemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagaiwakil Pemerintah pusat.

Dalam hal Bupati tidat< menya:mp?ik3" penggantian antarwaktu kepadaGubernur sebagai wakil Pemerintah p,r"ii-"?'uagaimana- Jir.,at"ua padaayat (5), Gubernur sebagai wakil Pe-merintah pusat meresmikan penggantian

i?Fil"u,, 
anggota DPRD berdi.sarkan pemberitahuan J"ri pimpinan

pasal 125

Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada a_ratkelengkapan Anggota Opnn yang aigantit<annta.

Masa jabatan An€8ota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masajabatan Anggota DPRD yang aigantit<annya.

Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisamasa jabatan Anggota DPRD v""g digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

pasal 126

calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratansebagaimana persyaratan b"\1.1 caion--An**,, DPRD sesuai denganUndang-Uhdang mengenai pemiliha, ,r.r,r*. oo

selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partaipolitik pengusung,calon Anggota opno p..rgg".rti antarwaktu tidak daiamsengketa partai politik.

(1)

(2)



(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan aarrriniitratif sebagaimana
kele-ngkapan administratif bakai calon Anggota DPRD sesuai dengan
undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:a' surat keterangan tidak. ada sengketa partai politik dari mahkamah partai

atau sebutan iain dan/atau pengadilan negeri setempat;b' surat usulan pemberhentian Anggota DPRb dari pimpinan partai politikdisertai dengan dokumen pendukung u.",.-,^i d"rrg".1' ketentualperaturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dananggaran rumah tangga partai politik;
c' fotokopi daftar calon. !.t p Anggota DPRD pada pemiiihan umum yang
_ dilegarisir oreh Komisi pemilihan Umum Daeiah; dand. fotokopi daftar peringkat perotehan suara partai poritik yangmengusulkan penggantian antarwaktu Anggota rjpno yang aiega6sl.oleh Komisi pemilihan Umum Daerah.

(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DpRDdiveriflikasi oleh unit kerja ii ;;;i&--asing lembaga/instansi sesuaikewenangannya.

Pasal 127

(1) Anggota DPRD pengganti Yntarwaktu sebelum memangku jabatan,ya,menguca*:: 
-sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalamraPatParipurna. r a vrerr lrrrrPl

(2) Pengucapan sumpah/i.rrj,^ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paling L"-" oo 1.".*'p"i,^hr Hari terhitiig 
""i.t diterimanyakeputusan peresmiin pengangkatan sebagai Anggota D'RD.

(3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DpRD pengganti antarwaktudiatur daram peraturan Dpob ;;;'#;;;rt rertib D'RD.
(4) Pengucapan 

.sumpah /ianj.i Anggota .D'RD pengganti antarwaktusebagaimana dimaksud p"a" 3v"t"iztldidampingi oleh rohaniawan sesuaidengan agamanya masini_masing. \ ,,

(5) Ketentuan- sebagaimana dimaksud dalam pasar 35 sampai dengan pasar 36
:fim-datam p..,g*L,an 

""*pJrri:.":i Arst;d-DpRD pengganti

pemue.n?:tr# f:If3," DPRD

Pasal 129

Anggota D'RD diberhentikan sementara karena:

,. *ii'fr iHX?I;iffi i};u5t*l5;;5na, m um vans d iancam d e n ganb' menjadi terdakwa dalam fre.hra ti";"i;;ilana khusus.

Pasal 129

(1) Pemberhendan sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud daram;3#,,i?fii"*,:ff JiT$$ ;;ffi kepad-a c;il;r sebagai *.kii
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(2) Apabila setelah 7 (tuluh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan
sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Paial 128 pimpinan fjpnO
tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DpRD melaporkan
status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.

Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud padaylt (2) mengajukan usul pemberhenlian sementara anggota DpRD kepadaGubernur sebagai wakil'pemerintah pusat.

Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementarasebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3).

Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (f; a.r, 
"v"t [s), Gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat memberhentlkan 

""*".rtu... anggota DPRD berdasarkanregister perkara pengadilan negeri.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud_pc.da. ayat (4) dan ayat (5)

fi*itj:rlaku terhitung sejak tanggal anggoi, npno ditetapkan sebagai

(3)

(4)

(s)

(6)

*-- pasal 130

(1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukansebagai pimpinin DPRD, pembeihe.rti.r, sementara sebagai Anggota D'RDdiikuti dengan pemberh.rriia., 
"."r."1.ra seuagai pimpinan D'RD.

(2) Dalam hai Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana'dimaksud pada avat (1), part; ;"iio5 ryr 
- ri*pi.,"r, D.RD yansdiberhentikan 

""-"rur* mengusulkan kepada pimiinan D.RD sarahseorang anggota DPRD yang be.asat- dari,.partai potitik tersebut untukmelaksa,akan tugas pimpinai D";rr;;"ig aiu..rrentikan sementara.

Pasai 131

(1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bbrsarah karena merakukantindak pidani- sebagaimana dimaksud daram p;;i -'r2B 
berdasarkanputusan pengadilan yang, telah me,iperoter, kekuatan hukum tetap,Anggota orno va"g t.i*"gkutan diil;i;;rtikan sebagai Anggota D'RD.(2) 

ffff;l;":l} ffiH:,i,J:,I? sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terhitunt""j;;#;"rf iH*T,Jff :1:*$1"i.il'x5_m;iffl fl "ffi '
pimpinan p3lai politik tiar. mengusurkan pemberhentian enggota DPRD,pimpinan D'RD' *."g"Jrik." ;;;;;;;entian_ fnggota D'RD kepada
S.lffffi . 

sebagai *"ki1-P;;erintair p;;;; ;. tu k D pRD-tanpa 
u su lan partai

(4) 
i::THir;ffi""L$FilTemerintah pusat memberhentikan anggota D.RD
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(6)

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku
terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti meiakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DpRD
yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum
berakhir.

BAB IX

FRAKSI

Pasal 132

untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRDserta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadahberhimpun anggota DpRD.

Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikanAnggota DPRD.

Setiap Anggota DPRD harus\ihenjadi anggota sarah satu Fraksi.

i:[13, xi#is] DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumrah

(3)

(4)

(1)

(2)

(6)

(7)

(8)

(e)

(10)

(5) Partai politik 
-.yang jumlah anggotanya di DpRD mencapai ketentuansebagaimana dimaksud pada ay;-(3) .iu.r, iebih dapat memu".rtuk 1 (satu)- Fraksi.

Partai politik harus mendudukkan seruruh anggotanya dalam 1 (satu)Fraksi yang sama.

Partai politik yang.jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada iyat (i;, anggotanya dapat bergabung denganFraksi yang ada atau membent"r. pirii-rs bA;2 (dua) Fraksi gabungan.

Pembentukan Fraksi dilaporkan kepad.a Pimpinan DPRD untuk diumumkandalam rapat paripurna.

Perpindahan keanggotaan dalam- Fraksi gabungan dapat dilakukan palingsingkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan d;g;; tetentuan Fraksi gabungansebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

Daiam menempatkan anggotanya pada arat kerengkapan DPRD, Fraksimempertimbangkan ratar belakang, kompetensi, p.""guir-urr,- du., bebankerja anggotanya.

pasal i33

Dalam hal jumlah anggota Fraksi.iebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksiterdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan olehanggota Fraksi.

(1)

53



(2) Pimpinan Fral<si yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan 1<epada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat
paripurna.

Pasal 134

(1) Fraksi mempunt,ai sel<retariat.

SeJ<retariat Fral<si mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan
tugas Praksr.

(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna
kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan
memperhatikan kemampuan ApBD.

Pasal 135

(l) Setiap Fral<sj dibar-rtr-r oieh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(2) Tenaga ahli Fraksi palir-rg secjikit memenuhi per-syaratan:

a. berpendrdii<an paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja
paling singlcat 3 (tiga) tahun;

b. mel'lguasai bidang pemerintahan; darr
_ c. menguasai tugas dan fgngsi DpRD.

Pasal 136

Fraksi u,ajrb rnempublikasikan iaporan kiner-ja tahunan .yang memuat:a. fungsi dan tugas;
b' i<omposisi Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan DpRD;
c. keterlibatan Anggota Fraksi di pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan

DPRD;
d' pandangan atau-siicap Fraksi terhadap seluruh kebrjakan yang diambil

terkait pelaksanaan fungsi pembentukan perda, pengawasan, dan
anggaran; dan

e. aspirasi atau pengaduan rna-syarakat dan tindak lanjut yang belum,
sedang, dan telah dilal<ukan Fraksi.

Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksdd pada ayat (1) merupakan
bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakaC 1,61'r*
harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAK]L BUPATI MENJADI BUPATI

(2)

(2)

(3)

(r)

(2)

Pasal 137

Daiam hal Bupati berhenti karena:
a, meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan;
nraka Wakil Bupati menggantikan Bupati.

DPRD men),ampail<an uslrlan pengangkatan
menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada
Negeri melalui Gubenrur untuk diangkat dan

dan pengesahan Wakil Bupati
ayat (i) kepada Menteri Dalam
disahkan sebagai Bupati.
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(3) Dalam hal DPRD tidak men]/ampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada
a-vat (2) dalam 'uval<trr 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati
berhenti, Gubet'nur menvampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri
berclasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati
sebagai Bupati.

Dalam hal Gubernlrr tidak menyampaikar-r usulan sebagaimana dimaksud
pada al,at (3) dalam rvaktu 5 (lima) Hari terhitung sejak diterirnanya usulan
dari DPRD l<epada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri
berdasarkatr ilsulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati
sebagai Bupati.

Dalarn hal Gubenrur dan DPRD tidak rrrenyampaikan usulan sebagaimana
dirnal<srld pacla a1,at (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan
Wakil Bupati rnenjadr Bupati berdasarkan:
a. Surat kematian;
b. Surat pernl's1ann pengunduran diri dari Bupati; atau
c. I(eputusan pemberhentian.

. BAB XI

MtrI(ANISME PI]MILTI-IAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

\.uBagian Kesatr-t
Umum

(t)

Pasal 138

Dalam hal Br-rpati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat
mer-rjaiankar-r tugas i<arena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137
a)'at (l), di1al<ul<an pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh
DPRD. .

(2) Partai Politik atau gabungan Par-tai Poiitik pengusul'rg yang masih memiliki
kursi c1i DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk
dipiliir.

Dalarm hal Partai Politik ataur gabungan Partai Politik pengusung tidak
rnemiliki l<ursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan
Wakii Bt.tpatt, maka Partar Poiitik atau gabungan Partai Politik yang
memiliki l<ursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 207o
(dua puluh persen) darijumlah kursi.

Dalam ha1 Burpati dan Wakil Bupati yang berasai dari perseorangan secara
bersama-sama tidak dapat menjal'ankan tugas karena alasan sebagaimana
dirnal<sud dalam Pasal 137 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui
mekanisnre pemilihan oleh DPRD, yang calonn1,a diusulkan oleh Partai
Poiitik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling
sedikit 2ool, (dua pulul-r persen) dari jumlah kursi.

DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3)., dan a.yat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

DPRD men_vampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada
Menteri melalui Gubernur.

(4)

(s)

(3)

(4)

(s)

(6)
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(7)

(8)

(t)

(2)

(3)

(1)

('2)

(s)

Dalam hal sisa masa jabatan l<urang dari lB (delapan belas) bulan, Melteri
menetapkan penjabat Br_rpati.

Mekanisme pengisiar-r jabatan melalui Der,van Perwakilan RakTat Daerah
sebagaimana dimal<sud pacia ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
dau a-r'at (6) diial<sanal<att sesuai dengan keteirtr-ran peraturan perunclalg-
undatrgan,

Pasal 139

Dalam hal Wakjl Bupat.i berhenti karena meninggal dunia, permintaan
sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil eupati dilakukan melalui
mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik
atau gabungan Partai politik pengusung.

Partai Politik atatt gablrngan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua)
orang calon Wal<il Bupati kepada DPRD melalui Bupati uniuk dipilih dalam
rapat paripurna DPRD.

Dalam hal Wakii Bupati berasal dari
meninggal dunia, permintaan sendiri,
Bupati diiakukan melalui mekanisme
berdasarkan usulan Bupa\._

(4) Pengisian kekosorrgan jabatan Wakii Bupati dilakukan jika sisa masajabatann.va lebih dari 1B (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya
jabatar-r terseburt,

(5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat'.(3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Panitiq Pemilihan

Pasal 140

Ut1tuk kelancaran peiaksanaan pemungutan s:uara dalam pemilihan Calor-t
Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana climaksud dalam
Pasal 4 ayat (2), Pasal 138, dan pasal 140, pimpinan DPRD dapat
membentul< Panitia Pemilihan -vang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
DPRD.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11
(sebelas) orang dari anggota DPRD, terdiri dari seorang Ketua, Jeo.ang Wakil
I(etua, seorang Sekretaris dan 8 (delapan) orang Anggota.

Panitia Pemilihar-r bertugas:
a' menyusltn jadr,val dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan

peraturan peru ndang-undangan ;

b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan daiam
ran.gka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;

c. rr.rel-lentukan jurnlah, tata cara pengusulan, dan menyususun tata tertjb
saksi sesuai dengar-r ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata
cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat
suara;

calon perseorangan berhenti karena
atau diberhentikan, pengisian Wakil
pemilihan masing-masing oleh DpRD
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e. mengatur tempat pemungutan suara;
f. mengatur tata urutan pemberian suara,g rnernbagikan surat suara;
h. memeril<sa keaitsahan surat suara;
i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
i membuat berita acara hasir pemungutan suara pemilihan calon

da, wal<il Burpati atau wakii Bupati untuk ditanda tangani oleh
Tek.is Pemilihan dan saksi dari unsllr setiap Fraksi.

Bupati
Panitia

Bagian I(etiga
Pe|s.!'aratan Calorr Burpati clan r,i'akii Bupati atar-r *akil Bupati dan penl,ampaian

Kelengkapan

Pasai 141

Persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:a. bertakwa l<epacla Tuhan yang Maha Esa;

(1)

ir. setia kepada pancasira, undang-Unda,g Dasar Negara
I:rcloresra Tahu, 194s, cita-cita proklarnaJi l{emerdekaan 17
1945' da, Negara rr.esatuarr Repubrik lrrclo,esia;

c. berpendiclil<an palirrg rendah sekolah lanjutan tingkatsedera.jatt $--d. berusia palir-rg rerrdah 25 (clua puluh lima) tahun;
e. mampu secara 3asmani, rohani, dau bebas dari

narkotil<a berdasarl<an hasil pemeriksaan kesehatan
tim dokter:

Repub)ik
Agr: stus

atas atau

penyalahgunaan
menyeluruh dari

L

m.

f.

6.

h,
i.
j

l(.

1t.

r.

tidak pernah dr3atuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
)ral1g telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara s 1tima1 tahun atau lebih;
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
teiah mempul"tyai kekuatan hukum tetap;
tidak pernah meiakukan perbuatan terclla;
menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
tidak sedarrg memiljki tar-iggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hul<um yang menjadi tanggung jawabnya ),aig merug.ikan
l<euangan negara;
tidak sedang clinvatakan pailit berdasarkdrr putusan pengaclilan _vangtelah mempun.r,ai l<ekuatan hukum tetap;
rnemiliki Nomor Pol<ok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
belurrr pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 ldua) kali masajabatan dalam jabatan yang sama;
berhenti dari jabatannya bagi Bupati -vang mencalonkan diri di daerah
lair-r;
tidal< berstatus sebagai per-rjabat Bupati;
memberitahu]<an pencalonannya sebagai Bupati kepada pimpinan
Dervan Pen'akilan Rakyat bagi u.,ggolu Deu,an perw,akilan Rakyat,
kepacla Pimpinan Der,r,an perwakilar-r Daerah bagi anggota Deu,an
Perr,vakilan Daerah, atau kepada pimpinan DPRD uagl.rggila DpRD;mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia,
I(epolisian Negara Repubiik Indonesia, dan pegawai Negeri Sipil sejak
mendaftarkan dirt sebagai calon; dan
berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usahamiiik daerah.

calon Bupatr dan r,i,akil Bupati atau ',r,akil Bupati rvajib menyampaian
kele'gkapa. pencalonannya kepada panitia Teknis pemilihan.

o.
p,

q

(2)
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cl.

C.

b

(t)

Bagian I(eempat
Pen.r,'ampaian Visi Dan Misj

Pasal 142

Sel:elum dilal<ltlian pernilihan oleh DPRD, Caion Bupati dan u,akil Br-rpatiatatt Wal<il [3urpati -\rartg sr-rcla]r clitetapkan r.valib -"r,vu.-pajkan vjsi clal
nrrsinva dalarm rapat lraripurna yang telair cliteniukar-r.
Visi dan 

'risi sebagaimana dimaksud pacia ayat (r ) memperhatikan
doi<unren peretlcallaran pembangunan daerah -vang sudah ditetapkan daiamRencana Pembangllnan Jangki panjang Daerat (RpJpD) dan Rencana
Pembarrgunall Jangka Menengah Daerah (RpJMD).
Dalam hal pengisian Wakil Bupati visi dan mjsi yang disampaikan adalah
sesuai dengan visi dan misi Bupati yang ada.
Tel<nis pelal<sanaatr penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud
pacla a.1'at (1) ditetapkan oleh panitia Teknis pemilihar.

Bagian Kelima
Kuorum Rapat Paripurna pemirihan Bupati dan wakil Bupati

atau wakil Bupati

Pasal I 43

Pemjlrl-ran Bupati dan u'al<il Bupati atau rvakjl Bupati sebagaimana
dimal<sr-rd clalarn Pasal r39 diselenggarakan dalam rapat paripurna,

Rapat Paripr-rrna DPRD dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wa1<ilBupati atart wakil Bupati memenuhi kuorum apabiia dihadiri oleh
sel<urang-l<urangnta 314 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD,

Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua DPRD.

Pa_sal 144

Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah
anggota DPRD belum mencapai jumlah yqng ditentukan 

""b.gu.ir"ru.,,dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), pimpinan rapat membuka dan
sel<aligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing
paling lama 1 (satr-r) jam

\--"

(2)

(3)

(t)

(2)

(3)

(4)

Apabila pacla ai<hit' i,r,aktu penunclaan rapat sebagaimana
a.yat (1), .junrlah yang ditentukarr belum juga tercapai,
menunda Rapar Paripur:ra paling lama tiga (3) hari.

Apabila setelah pe.undaan sebagaimana dimaks,d pada
jurga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada
dan Pimpinan Fral<si.

dimaksud pada
Pimpinan rapat

ayat (2), beium
Pimpinan DPRD

Setiap teryadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada a1,at (1) dan
ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditancia tangani oleh
Pimptrrar-r rapat.

I(ehadiran anggota DPRD sebagaimana dimaksud
(2) adalah ]<ehadiran secara administrasi dan fisik.

pada ayat (1) dan ayat(s)

Bagian Keenam
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i1)

Pengambilan l(eputu san
Paragraf 1

Musya'uvarah

Pasal 145

(f ) Pemilihan Calon Br-rpati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukar-r
dengar-r cara mus_1,awarah untuk mencapai mulakat.

(2) Pelaksanaan tnus,\,arvarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dila]<ukan oleh Pimpinan Sidang dan Ptmpinan Fraksi atau anggota Fraksi
),ang ditr-rnjul<.

(3) Jilia trdali tercapai l<esepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakii Bupati dilaksanakan
meialui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 146

Untuk keperluan sebagairqana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3), Panitia
Pemilihan men.yediakan \urat suara berupa kertas kosong yang
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi caplstempel
panitia teknis di bagian belakang.

(2) Seorang ar-rggota DPRD han1,6 berhak atas 1 (satu) surat suara yang
diberil<an oieh Panitia Tel<nis pemilihan.

(3)' Pengisian surat suara dilal<ukan dengan menulis saiah satu nama Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Wakii Bupati -yang dipilih.

(4) Surat suara .-vang teiah berisi nama Calon Br-rpati dan Wakil Bupati atau
Wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke daiam kotak suara dalam keadaan

. terlipat.

(5) Seorang anggota DPRD ),ang berhalangan hadii karena sebab apapun, tidak
clapat mer,vakilkan untuk memberikan suara.

Pasal I 47

(1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu
Calon Burpati dan Wakil Br-rpati atau Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan
gar-rti 1 (satr"r) kali kepada Panitia Teknis Pemiiihan sebelum dimasukkan
kotak suara.

(2) Surat suara -yang rusak dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh
Penghitungan Suara

Pasal 148

Sr-lrat suara )'ang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu
Calon Bupati dan Wakil Br-rpati atau Wakil Bupati dan dibelakangn),a

(1)
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(2)

terdapat tatrda tangan l(etua Panitia Pemilihan dan caplstempel Panitia
Teknis.

Suara clin,yatakan sah apabila hanya terdapat tanda pilihan berupa
"coblos" pada salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil
Bupati.

Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.

Penyimpangan clan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
a1,at (2), suara dinvatakan tidak sah.

Bagian Kedelapan
Hasil Penghitungan Suara

Pasal 149

Dalam penghitungan suara, Panitia Pemilihan meminta 1 (satu) orang
anggota dari masing-rnasing fraksi ),ang ada untuk bertindak sebagai saksi.

Panitia Pemilihan menghitung, mencocokan serta mengumumkan jumlah
surat suara .),ang dibagil<an kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan
jurmlah surat suara.y.,ang t$dapat di dalam kotak suara.

Apabila ternt'ata teqadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan
iurmlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.

Surat sllara dibaca derrgan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Pemiiihan dan
dicatat oieh Sekretaris Panitia Teknis Pemilihan.

I(etua Panitia Teknis Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah da.n
.jr-rmlah suara abstain kepada Rapat Paripurna DPRD.

(6) Seteiah selesai proses Pemilihan., Panitia Pemilihan memusnahkan seluruh
surat suara,

Penetapan Calon Terpilih
Pasal 150

(l) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih
adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati ,vang mendapat
peroleharl su ara terltatr.r,al<.

(2) Apabila ciiperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paiing banyak 2
(dua) kali.

Apabiia dilal<ukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan
Sidang sesuai dengan mekanisme persidangan.

Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakii Bupati atau Wakil Bupati dibuat
berita.acara yang ditanda tangani oieh Ketua dan Sekretaris Par-ritia Teknis
serta saksi-sal<si.

Calon Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
DPRD.

(3)

(4)

(1)

(s)

(r)

(2)

(3)

(3)

(4)

(s)
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(6) Calon Bupati dar-r Wakil Br-rpati atau Wakii Bupati yang terpiiih dan atau
ditetapkan, selanjutnS,a diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Glibernttr seltagai Wal<il Pemerintah Pusat untuk disahkan dan seianjutn_va
dilantik menladi Bupati darr Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

(7) Hasil l(eputusan Rapat Paripurna tentang Persetujuan dibuat berita acara
),ang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 151

Berdasarl<at-r hasil pemilihan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 147, dalam
rapat paripr,rrna Pimpinan DPRD rnengumumkan:
a. pengangkatarr Bupati dan r,r,akil Bupati; atau
b. pengangkatan rvakil Bupati,

Pasal 152

Pimpir-ran DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakii Bupati kepada Menteri
rnelalui Gubemur sebagai lr,akil Pemerintah Pusat.

Bagran I(esembiian
Pen gesahan*Ier-rgangkatan dan Pelantikan

Pasal 153.

Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati
terpilih dilal<ui<an berdasarkan penetapan caion terpilih oleh KPU yang
disarnpaikan oleh DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.

Per-rgesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati
terpilih dilakukan oieh Menteri dalam',r,,aktu paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Pasal 154

(1)

(2)

Pelantil<an Br-rpati dan Wal<il Bupati ),ang
dalam Pasai 153 ayat (1) dilal<sanakan
perundang-undangan.

telah disahkan sebagaimana dimaksud
sesuai dengan ketentuan peraturan

(l)

Bagian Kesepuluh
Larangan Calon Bupati dan wakil Bupati atau chlon wal<il Bupati

Pasal 155

Calon Bupati rian rval<il Bupati atau calon wakil Bupati dilarang
mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau ca1on.

Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan
diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dikenakan sanksi
dencla sebesar Rp 10.O00,OOO.OO0,0O (sepuluh mil-yar rupiah).

I(etentuan sebagaimana dimaksud pada a-vat (2) akan ditetapkan dalam
I(eputusan DPRD.

(2)

(3)
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(1)

- BAB XIl

PELAI(SANAAN TUGAS DAN WEWENANG LAIN YANG DIAT'UR DALAM
I{ETENTU AN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal I 56

Tugas dan \,\/ewenang larn y'ang diatr-rr dalam ketentuan peraturan
perttndang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
-j, melipurti antara lain:
a, memberikan persetr,tjuan terhadap rencana pemindahtanganan barang

milil< daerah .),ang diajul<an oleh Bupatr untuk:
1. tanah dan/atau bangunan; atau
2. selain tanalr dan/atau bangunan .yang bernilai lebih dari Rp

5.000 000.000,- (iima miliar rupiah).
b. memberil<an persetujuan terhadap rencana pengl-rapusarr piutang

Daerah yang diajukan oleh Bupati ur"rtuk jumlah lebih dari Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bentuk pemindahtanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada a_yat (i)huruf melipu(:

b. tukar menukar;
c. hil'rah. atau
d. pen_vertaan modal pemerintah daerah.

Usul untuk rnemperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),diajukan oleh Bupati.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
diberil<an dalam bentlrl< I(eputusan DPRD.

Dalam t-angl<a rnemperoleh l(epulusan DPRD sebagaimana dimaksud pacia
ayat (4) dapat dibentul< Panitia I(husus )/ang bertugas membahas rencana
pen-rindahtangananr barang miiik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a atau rencana penghapusan piutang Daerah sebagaimana
dimaksr-rd pada avat (2) huruf b.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6) Dalarn melal<ukan pernbahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Panitia Khusus rnempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan terkait.

(7) Tata cara dan mekanisme pembentukan Panitia Khusus sebagaimana
dirnal<sud pada ayat (5) sesuai dengan mekanisme pembentukan Panitia
I{husus untuk Peraturan Daerah.

(B) Pernindahtangananr Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimai<sud pada ayat (1) huruf a angka 1 tidak memerlukan
persetu.;uan Der.r,an Perw,akilan Rakvat/De',van Peru,akilan Rakyat Daerah,
apabila:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang w,ila5,61[ atau penataan kota;
b. harus drhapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen pengangga-ran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. dipen-rntukkan bagi kepentingan umum; atau
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e. dikuasaj negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berl<el<uatan httl<um tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan
perutldangutrdangan,,r,ang jika status kepernilikannya dipertahankan
ticlal< 1a1,a1< Secara ekonomis.

BAB XIII

KODE ETiI(

Pasai 157

(i) DPRD menyLlsut-t Itocle Etil( \,ang wajib clipatuhi oieh setiap Anggota DPRD
selama menjalar-rkan tugasll.\/a untuk menjaga martai;at, kehormatan, citra,
dan l<redibilitas DPRD.

(2) I(etentr-ran mengenai l(ode Etii< sebagaimana ciimaksud pacia ayat (i) diatur
dengarr Peraturarr DPRD tentang Kode Etik,

(3) Peratut'an DPRD tentang tiocle Etik sebagaimana climaksud pada ayat (2)
palirrg sed jl<it ntetnLlat i<etentuan:
a. lietaatarr dalam melal<sanakan sumpah/janji;' 1:. sil<ap dat-r peritaku enggota DpRD;

- c. tata l<erja Anggota DPRP;
d. tata hubur'rgan antar petyelenggara pemerintahan daerah;
e, tata hubungan antar-Anggota DPRD;
f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
g pen\/ampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
h. I<ewajiban Anggota DPRD;
i. larangan bagi Anggota DPRD;
j hal-hal yallg tidak patut dilakukan,oleh Anggota DpRD;- k. sanksi dan me]<anisme penjatuhan sanksi: dan
1. rehabilitasi.

B4B XIV

I(ONSULTASI DPRD

Pasai 1 58 :

(l ) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satnan pemerintahan secara
berjenjang.

(2) I(onsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan urrtuk
meningl<atkan kinelja pelal<sanaan tugas dan u,er,r,enang DPRD.

Pasal 159

(l ) Setiap alilt )<elengl<apan sebelum melaksanakan l(onsuitasi mengajukan
permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang,
maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai.

(2) Pengajuatr permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris alat kelengkapan.
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(4)

(3) Dikecualikan ketentuan ayat (2) cukup ditandatangni oleh ketua bagi alat
kelengkapan yang tidak memiliki sekretaris.

Setiap anggota alat kelengkapan dalam
berdasarkan Surat perintah Tugas dari ketua
dengan unsur pimpinan lainnya.

(5) Jika ketua DPRD berhalangan, Surat Perintah Tugas sebagaimanadimaksud ayat (4) dapat dideregasikan kepada unsur pirrrp?.rap rainnya.

Prosedur Konsultasi Alat Kelengkapan

Pasal 160

(1) Alat kelengkapan menyampaikan pokok persoaran yang akandikonsultasikan ke pimpinan DpRD J --o

Pokok permasalahan sebagaimana' dimaksucl ayat (1) yang disampaikan
oleh alat kelengkapan kepada Pimpinan DPRD harus ditandatangani olehketua dan sekretaris.

Atas pokok persoaran yang *u"g.i*ana dimaksud ayat (1) pimpinan DpRDmempertimbangkan untuk persetujuan.

Apabila pokok persoalan yang disampaikan alat kelengkapan tidak disetujuiPimpinan DPRD, maka alat kelengkapan memperbaiki setagaimana arahan
Pimpinan DPRD.

Hasil persetujuan Pimpinan DPRD ditindaklanjuti melalui surat resmi DpRD
kepada instansi yang menjadi tujuan konsultasi.

Kunjungan Kerja
Pelaksanaan Kunjungan Ke{a

melaksanakan Konsultasi
DPRD setelah berkoordinasi

(2)

rir

(4)

(s)

(1)

(2)

Pasal 161

Kunjungan Kerja dapat dilakukan ke
provinsi maupun diluar wilayah provinsi.
I(unjungan kerja dilakukan atas nama

kabupatenlkota didalam wilayah

alat kelengkapan/gabungan alat

(3)

kelengkapan.

Dikecualikan ketentuan ayat
Pimpinan dan Anggota DpRD
DPRD

(2) kunjungan kerja dapat dilaksanakan oleh
seteiah mendapat persetujuan dari pimpinan

Prosedur Kunjungan Kerja
Pasal 162

Prosedur Kunjungan Kerja berlaku mutatis mutandis
pasal 166.

sebagaimana ketentuan

64



Pasal 163

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XV

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 164

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi diDPRD menerima, menampung, menyerap, dan -ilenindaklanjuti 
pengaduandan aspirasi masyarakat 

"""r"i dengan tirgas, fungsi dan wewenang DpRD.
(2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapa.n DPRD yang terkait, atau Fraksi di DpRDdapat menindaklanjuti pengaduan d.an aspirasi masyarakat sesuaikewenangann.va.

(3) Anggota DPRD dapat meninclaklanjuti p.rglqtu, dan aspirasi masyarakatkepada Pimpinan DPRD, aiat keiengr."p"" bpRD yang terkait, atau Fraksi.
(4) Datam hal diperrukan, lnengaduan dan aspirasi masyarakat dapatditindaklanjuti dengan:

a. rapat dengar pendapat umum;b. rapat dengar pendapat;
c. kunjungan kerja; atau
d' rapat kerja arat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.

(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai' dengan ketentua" pi"t"r"" perundang_undangan.

(6) Pengaduan {., aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiperoleh melalui rises maupun-diluar reses yang disampaikan secaralangsung oleh masyarakat dan aituangkan dalam pokok-pokok pikiranDPRD.

BAB XVI

POKOK-POKOK PIKIRAN, PROGRAM DAN RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu
Pokok-pokok pikiran DpRD

pasal 165

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal65 huruf a merupakan i4iu, permasa-rahir pembangunan Daerah yangdiperoleh dari DpRD berdasarkan .rr:,uh ,"o;; dengar pendapat dan/ataurapat hasil penyerapan aspirasi meia-rui reses.

Pokok-pokok pikiran dihimpun meiarui Fraksi-Fraksi yang seranjutnyadirumuskan dalam daftarrl.rlu., aspirasi.

(1)

(2)
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(s)

(4)

(s)

(6)

(7)

(B)

(i)

{21

(3)

(4)

(s)

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan
kapasitas riil anggaran.

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang
tersedia sampai dengan saat rancangan a'uval disusun dan dokumen tahun
sebelumnya yang belum ditelaah.

Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar
permasaiahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DpRD.

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (i),
disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKpD
dilaksanakan.

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang tetah memiliki SIPD,

Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan dijadikan bahan masukan pada
penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau
pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

\ tsagian Kedua
Program dan Rencana Keq'a DPRD

Paragraf 1

rogram Kerja DPRD

pasal 166

DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing_
masing alat kelengkapan DPRD.

Program kerja sebagaimana djmaksud pada ayat (1) disusun oleh
Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinln nirnO dan disetujui
dalam rapat paripurna.

Program keq'a sebagaimana dimaksud pada.ru, (1) disusun dalam bentuk
program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.

Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan p.a" tahapan
perencanaan dan penganggaran.

Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program,
kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaiLana
dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen .".r"^r. Perangkat Daerah dan
penganggaran Daerah.

Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerya DPRD
kepada.pimpinan DPRD untuk dibahas datam rapat paripurna.

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk
mendapatkan persetujuan dari seluruh alai kelengkapan DpRD setelah
proses harmonisasi dan konsolidasi seiesai.

(6)

(7)
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(2)

(3)

(B)

(e)

(1)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

(e)

(10)

Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi
pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD'

Program kerja DPRD menjadi bahan d.alam penyusunan Renstra
Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Rencana Kerja

Pasal 167

Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat
kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan da-ftar kegiatan.

Daftar kegiatan sebagaimana pada ayat (2) antara lain:
a. Pembahasan kebijakan anggaran;
b. Penyusunan dan Pembahasan rancangan peraturan daerah;
c, Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan d.aerah sesuai bidang

urusan;
d. kunjungan kerja;
e. penjaringan aspirasi masyarakat;
f. Reses \,>.
g. pengkajian, penelaahan, dan Sosialisasi perda;
h' peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di

lingkungan DPRD;
i. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;

dan
j. kegiatan lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c danhunrf g dapat dilakukan pendampingan dengan lembaga lain atau
universitas yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahuiui dengan
pefanjian keq'a sama.

Pimpinan DPRD menyarnpaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris
DPRD untuk dilakukan penyelarasan.

Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada pimpinan
DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi
pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokurm"., ..r".na dan
anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun
berjalan.

Dokumen rencana dan anggaran diformulasikan oleh sekretariat dewan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana kerja DPRD dianggarkan dalam ApBD.(11)
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Pasa.l 168

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja
dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencanakerja kepada masyaraka-t paling sedikit ".tr.hr' sekaii.

BAB XVII

SURAT MENYURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 169

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat .keluar serta penangananselanjutnya baik surat yang bersifat t.rurt., iertutup maupun rahasia, diaturoleh sekretariat sesuai d..rgi, peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Surat Masuk

Pasal ITO

(1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD diterima oleh sekretariat dan segeradicatat serta diberi nomor agenda.

(21 surat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oreh sekretariatdicatat serta diberi nomor'"e""aui;;;; aiuu[a a* ait..uskan kepada- 
fraksi yang bersangk","". 

-

(3) surat masuk kecuali .yang menyangkut tugas intern Sekretariat segeradijawab oleh sekretaris atas namd PiLpinan DPRD, yang memberitahukankepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya

;:i?L?-H?fi 
proses pengolahan, hal i"i dapat diberitairukan kepada

(1)

(2)

pasal l7l
surat masuk beserta surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam pasal164 ayat (2) disampaikan oreir sekretariat kepada pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai denganpemasalahannya 
-akan ditangani sendiri 

"i", diteruskan kepada alatkelengkapan lain DPRD atau plmpinan fraksi.

Apabila Pimpinan DPRD memandang perru, surat masuk dapat diperbanyakdan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

pasal 1,22

Sekretariat alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat, membuatdaftar penerimaan.surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan
;::3X-ft',:llmpaikan kepada pimpinan "J"r t6te.,gtap." 

-bpno 
yans

(3)

(1)
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

{4)

Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi
surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.

Apabila Pimpinan DPRD memerlukg.n penjelasan tentang isi surat jawaban
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2), *""Ll"hnya akan dibicarakan denganPimpinan Aiat Kelengkapan Opnn Vu"S bersangkutan.

Bagian Ketiga
Surat Keluar

Pasal 773

Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yangdibuat oleh alat. kelengkapan DpRD d]i;;puftur. kepada pimpinan D'RDmelalui Sekretariat.

Apabila isi surat jlYlb"" yang. dibuat oleh alat kelengkapan DpRD disetujurioleh Pimpinan DPRD, surat la*aban terseuut segera dikirimkan kepada' alamat yang bersangkutan.

Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdisetujui oleh pimpinan Dpl?,-*.rui"rr"vu akan dibicarakan denganpimpinan alat kerengkapan D'RD yang u.i""igr.utan.
Apabila pembicaraan 

- sebagaimana d.imaksud pada ayat (3) tidakmenghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan r.!p"a" BadanMusyawarah untuk ditentukan penyelesaiannya seranjutnya.

pasal 174
-Surat 

keluar, termasuk Surat undals-an Rapat DPRD, ditandatangani orehsalah seorang Pimpinin DPRD atau Sekretaris atas nama pimpinan DpRD,
Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada calonpeserta rapat dapat :

3. secara langsung per kurir;
b. melalui email atau elektronik lainnya; rc. melalui pesan singkat resmi.

pasal l7s

Pengiriman surat keruar dilakukan oreh Sekretariat.

Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluardicatat dan diberi nomor agenda.

sekretariat menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapanDPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perru.

Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyakdan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Bagian Keempat
Arsip Surat

Pasal 176

1"1u cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur olehSekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB XVIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

pasa.l I77

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai;
3. Pejabat negara atau pejabaf a".r"rrl_;";;"b. hakim pada badan piru.Oii.rr; atauc' pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/KepolisianNegara Republik tndones]I, 

. 
pegawai pada badan usaha ,r.iril. negara,

i3lTLr::H, #Hi,r}tsffiu 
'"'"; ffi; rain vans .,,gg",u..v'

Anggota D'RD dilarang melakukan pekeq'aan sebagai pejabat strukturarpada lembaga pendidlkan, 
"t.,rrt"r, p,-,ttk, konsultan, advokat ataupengacara, notaris, dan peke.j"?r.lain yu;; ada hubungannya dengantugas dan wewenang D'RD 

"..i. hak sebagai ?.rggota D'RD.
Anggota DPRD dilarang merakukan korupsi, kolusi, dan nepolisme.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 178

tidak melaksanakanr kewajiban sebagaimana99 dikenai sanksi berdasart<an keputusai b;;u,.,

(2)

Anggota DPRD yang
dimaksud dalam pasat
kehormatan.

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) berupa:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.

BAB XIX

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

pasai l7g
Usul perubahan peraturan tata tertib DPRD dapat diajukan oleh lebih dari% (setengah) dari jumtah ."ggot" DPRD.

usul perubahan yang berasal dari anggota DpRD, sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dengan penjerasarrrya, diqjukan secara terturis kepada

(1)

(2)
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Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tandatangan
pengusul serta nama fraksinya.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasai 180

(1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebihdahulu mendapatkan izin dari Menteri.

(2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und..g.rr.

Pasal 181

sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
Pusat melalui Bupati statui hukum anggota DPRD yangierlibat dalam kasustindak pidana dengan tembusan disampaiilan kepada Menteri.

BAB XXI

TBIE TuAN PENUTUP

Pasal 182

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, peraturan Deu,an perwakilanRakyat Daerah Nomor 2 Tahun 201! tentang Tata Tertib Dewan perwakilanRakyat Daerah Kabupaten Rembang (Berita o..ru.n Kabupaten Rembang Tahun20lB Nomor 4T), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasai 183

Hal-hal yang belum diatur ilalam Peraiuran Tata J91iu ini, sepanjang mengenaipeiaksanaannya, ditetapkan oleh Pimpinan DpRD dengan memperhatikanpertimbangan Badan Musyawarah serta memperhatikan ietentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 184

Peraturan D.RD ini murai berraku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanDPRD ini dengan penempatannya-dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pldu tanggal Septembe r 2Ot9
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

MAJID KAMIL MZ

7t



Diundangkan di Rembang pada tanggal September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OT9 NOMOR

\.]
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